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ABSTRAK 

Dewasa ini Holding Company  atau yang sering disebut Induk Perusahaan adalah 

perusahaan yang membawahi perusahaan-perusahaan dibawahnya atau biasa 

disebut anak perushaaan, yang mana sebuah induk perusahaan dapat terlibat 

langsung dalam kegiatan usaha anaknya maupun hanya sebatas pada kontroling 

dan pengawasan. Pada tahun 2024 kemarin, Indonesia dihebohkan dengan 

pailitnya perusahaan textil terbesar yaitu PT Sri Rejeki Isman, Tbk dan 3 anak 

perusahaannya yang disebabkan gagal bayar atas utang-utang yang telah jatuh 

tempo dan dapat ditagih kepada para kreditornya sebagaimana pada Putusan 

Nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN.Niaga.Smg Jo. Nomor 12/Pdt.Sus-

PKPU/2021/PN.Niaga.Smg pada hari Senin tanggal 21 Oktober tahun 2024. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum daripada 

Majelis Hakim dalam memutus pailit PT Sritex serta implikasi pertanggung 

jawaban sebuah Holding Company terhadap anak Perusahaan yang dinyatakan 

pailit. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis sosiologis yakni 

mengkaji fenomena hukum yang terjadi di lapangan secara deskriptif analitis 

dengan data primer yang diambil dari putusan pengadilan maupun melakukan 

wawancara dengan praktisi hukum terkait dan data sekunder diambil dari 

peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, maupun doktrin ahli. Adapun hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim memutus pailit PT Sritex beserta 

ketiga anak perusahaannya karena tidak terpenuhinya perjanjian perdamaian yang 

telah disepakati sebelumnya dengan para kreditor. Kemudian pertanggung 

jawaban Holding Company di utamakan penggunaan prinsip Separate Legal 

Entity yakni jika ditemukan unsur yang dapat menggugurkan prinsip tersebut, 

maka prinsip akan berlaku prinsip Piercing the Corporate Veil. 

 

Keyword : Holding Company; Anak Perusahaan; Tanggung Jawab; Pailit; Sritex 
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ABSTRACT 

In the modern era, a Holding Company is a corporation that oversees its 

subsidiary companies. A holding company can be directly involved in the business 

operations of its subsidiaries or limit its role to controlling and supervising them. 

In 2024, Indonesia was shocked by the bankruptcy of its largest textile company, 

PT Sri Rejeki Isman, Tbk (Sritex), and three of its subsidiaries. This was due to a 

default on matured and collectible debts to their creditors, as stipulated in 

Decision Number 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN.Niaga.Smg in conjunction with 

Number 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg on Monday, October 21, 2024. 

This research aims to determine the legal basis for the Panel of Judges' 

consideration in declaring PT Sritex bankrupt and the implications of a holding 

company's liability for a bankrupt subsidiary. This study was conducted using a 

sociological-juridical approach, which involves a descriptive-analytical 

examination of legal phenomena occurring in the field. Primary data were 

collected from court decisions and interviews with legal practitioners, while 

secondary data were sourced from laws and regulations, legal journals, and 

expert doctrines. The research findings indicate that the Panel of Judges declared 

PT Sritex and its three subsidiaries bankrupt due to their failure to fulfill the 

previously agreed-upon peace agreement with their creditors. Furthermore, the 

holding company's liability is primarily based on the Separate Legal Entity 

principle. However, if circumstances are found that can nullify this principle, the 

Piercing the Corporate Veil doctrine will apply. 

 

Keywords: Holding Company; Subsidiary; Liability; Bankruptcy; Sritex 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari hukum, karena 

hukum sendiri tidak akan terlepas dari budaya, sejarah, dan waktu dimana 

manusia itu berada. Hukum akan selalu berkembang dan terus mengalami 

perubahan sepanjang perkembangan pada kehidupan manusia itu kian 

berlanjut.  Oleh karenanya, perkembangan sosial dan sejarah haruslah 

diimbangi dengan perkembangan hukum, karena hal tersebutlah yang 

mempengaruhi perkembangn hukum yang ada. Melalui pendekatan kultur, 

pengembangan hukum dilihat tidak hanya sekedar pergeseran waktu dari masa 

kolonial ke masa kemerdekaan namun diperlukan adanya perubahan hukum, 

serta pergeseran nilai yang ingin menjabarkan sistem nilai yang dianut dalam 

konstruksi hukum nasional.
1
  

Indonesia adalah salah satu negara hukum yang menganut sistem 

hukum campuran dengan Pancasila dan undang-undang dasar negara republik 

Indonesia tahun 1945 (UUDNRI 1945) sebagai dasar negaranya yang berarti 

bahwa hukum mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Salah 

satu aspek yang diatur oleh hukum dan hukum mengikuti perkembangan 

aspek tersebut adalah aspek ekonomi. Di Indonesia sendiri perekonomian 

nasional haruslah berlandaskan pada asas kekeluargaan, yang mana hal ini 

sesuai dan telah diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945. Perekonomian 

                                                       
1 M. Solly Lubis, 1989, Serba Serbi Politik, Mandar Maju, Bandung, hlm 44. 
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nasional sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan 

kesejahteraan rakyat dan mencapai tujuan pembangunan nasional. Dalam 

upaya peningkatan perekonomian nasional saat ini dapat dilihat dari 

banyaknya perusahaan-perusahaan tumbuh dan berkembang yang menjadikan 

semakin banyaknya lapangan kerja untuk masyarakat. Hal ini berpengaruh 

terhadap kesejahteraan masyarakat dengan meningkatknya pendapatan 

masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. 

Seiring dengan perkembangan zaman yang sangat maju, menjadikan 

setiap pengusaha mendirikan perusahaan-perusahaan yang mana dalam setiap 

perusahaan dapat mengelola bidang usaha yang hendak dijalankan oleh 

masing-masing pengusaha guna mencapai tujuan yakni untuk mendapatkan 

profit lebih.
2

 Pada umumnya dalam upaya perluasan maupun peleburan 

perusahaan tersebut dilakukan sebuah pengambilalihan saham perusahaan lain 

atau Akuisisi, dan bisa juga dilakukan dengan cara penggabungan antar 

perusahaan atau yang dinamakan merger, sehingga menjadikan adanya Grup 

Perusahaan atau perusahaan Kelompok.
3
 

Di Indonesia sendiri, Grup perusahaan disebut dengan Holding 

company atau Induk Perusahaan. Holding company atau Induk Perusahaan 

adalah perusahaan yang tidak memproduksi barang atau jasa secara langsung, 

melainkan adalah sebuah perusahaan yang mengendalikan, melakukan 

kontroling, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja dari anak-anak 

perusahaan yang ada dibawahnya yang berada dalam satu grup perusahaan. 

                                                       
2  Sofiatul Istiqomah, 2021, “Tanggung Jawab Holding company Terhadap Anak 

Perusahaan yang Pailit”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang, hlm. 1 
3 Ibid. hlm. 3 
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Menurut Herman P Daems, Holding companies are instruments for organizing 

and structuring control over the corporate decision. The Institutions permit 

large investors to influens the corporate polices, but they can only functions 

when small investor support the institutions by supplying capital.
4
 Munir 

Fuady menjelaskan bahwa holding company adalah suatu perusahaan yang 

mengatur satu atau lebih perusahaan lain dan/atau bertujuan memiliki saham 

perusahaan yang hendak diaturnya.
5
 

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak diatur secara 

eksplisit mengenai aturan khusus terkait  holding company, aturan terkait 

Holding Company tersebar dalam beberapa aturan diantaranya Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Undang-

undang BUMN, dan beberapa aturan mengenai sektor jasa keuangan. Namun 

pada praktinya pembentukan holding company sama dengan pembentukan 

perseroan terbatas, sehingga tetap tunduk pada UU PT dan Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 21 Tahun 2021 tentang syarat dan tata 

cara pendaftaran, pendirian, perubahan, dan pembubaran Badan Hukum 

Perseroan Terbatas.  

Holding company sendiri memiliki 2 bentuk, 

1. Investment Holding company 

Investment holding company adalah suatu entitas bisnis yang 

memiliki saham mayoritas pada satu perusahaan lain maupun lebih. Dalam 

                                                       
4 Herman P Daems, 1978, The Holding company and Corporate Control, Martinus Nijhoff 

Social Sciences Division, Leiden, hlm. 37. 
5 Munir Fuady, 1999, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, Citra Aditya 

Bakti: Bandung hlm. 84. 
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bentuk pengelolaan holding company bidang ini, sebuah holding company 

tidak terjun langsung dalam pengelolaan kegiatan operasional anak-anak 

perusahaannya, melainkan hanya sebatas memastikan dapat kembalinya 

investasi yang telah diberikan kepada anak perusahaan dengan 

memberikan ukuran kinerja yang harus dicapai.
6
 Artinya, sebuah induk 

perusahaan (holding company) dalam bentuk pengelolaan ini bertindak 

sebagai pemilik dari anak-anak perusahaannya, yang mana hanya sekedar 

memberikan modal, memantau kinerja, menerima laporan pertanggung 

jawaban setiap akhir tahunnya dari anak-anak perusahaannya, dan 

menerima keuntungan daripada deviden anak perusahannya. 

2. Operating Holding company 

Operating holding company adalah bentuk pengelolaan sebuah 

holding company dimana sebuah holding company tidak hanya mengelola 

bisnis utamanya tapi terlibat langsung dalam pengelolaan operasional anak 

perusahaannya.
7
 Dalam bentuk pengelolaan ini sebuah holding company 

juga memiliki hak veto dalam pemilihan direksi anak perusahaannya, 

memiliki saham mayoritas dari anak perusahaannya, dan ikut andil dalam 

pengambilan keputusan strategis. Sehingga dapat memastikan dan 

memantau bahwa setiap anak perusahaan berjalan sesuai dengan tujuan 

grup secara umum. 

 

                                                       
6 Adhi Suryo Judhanto, 2018, PEMBENTUKAN HOLDING COMPANY BUMN DALAM 

PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN DAGANG, E-Jurnal Spirit Pro Patria, Vol. IV, hal. 162. 
7 Ibid, hlm. 162 
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Mengingat luasnya ruang lingkup dari sebuah holding company, maka 

beragam pula resiko yang dapat terjadi pada perusahaan tersebut, salah 

satunya adalah kepailitan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti 

kepailitan sendiri adalah keadaan atau kondisi seseorang atau badan hukum 

yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya yaitu dalam hal utang-

utangnya kepada piutang.
8
 Dalam peraturan perundang-undangan, kepailitan 

diatur dalam Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) Pasal 1 yang 

berbunyi; 

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang 

pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan 

Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”
9
 

 Dari definisi yang tertera dalam UU KPKPU diatas dapat disimpulkan 

bahwa kepailitan adalah sebuah keadaan diambilnya harta kekayaan orang 

yang berhutang dengan keadaan pailit oleh peawas khusus yaitu kurator, dan 

diawasi oleh hakim pengawas yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

aturan dalam peraturan perundang-undangan.
10

 

 Dalam sebuah Holding Company, meskipun sudah membentuk 

perusahaan-perusahaan kecil baik Holding Company maupun anak 

perusahaannya, melakukan pinjaman atau yang biasa disebut dengan kredit 

sudah menjadi hal yang biasa dilakukan bahkan menjadi suatu kebutuhan 

                                                       
8 KBBI, Pengertian Kepailitan. 
9 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban 

Pembayaran Utang, LN. 2004/131, TLN NO. 4443/LL SETNEG : 126 Hlm. 
10 Yehelson, 2019, Hukum Kepailitan di Indonesia, Ideas Publishing, Gorontalo, hlm. 12 
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umum yang apabila kredit tersebut tidak dapat dilunasi dan dapat ditagih 

karena telah jatuh tempo, maka perusahaan tersebut dapat diajukan pailit oleh 

setidaknya 2 (dua) kreditor.
11

 Kemungkinan kepailitan yang dapat terjadi 

dalam sebuah Holding Company terkait anak perusahaan yang pailit adalah 

sebagai berikut;
12

 

1. Holding Company dan beberapa anak perusahaan Pailit 

2. Holding Company tidak Pailit sedangkan semua anak perusahaan 

Pailit 

3. Holding Company dan sebagian anak perusahaan tidak Pailit 

sedangkan sebagian anak perusahaan lainnya Pailit 

4. Holding Company dan semua anak perusahaan Pailit 

 

Perkara kepailitan yang baru diputus dan menggemparkan Indonesia 

adalah perkara kepailitan yang menimpa salah satu perusahaan tekstil terbesar 

di Indonesia yang sudah berdiri sejak era orde baru, ialah PT Sri Rejeki 

Isman,Tbk (selanjutnya disebut PT Sritex) yang telah diputus pailit oleh 

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan putusan Nomor 

2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN.Niaga.Smg Jo. Nomor 12/Pdt.Sus-

PKPU/2021/PN.Niaga.Smg pada hari Senin tanggal 21 Oktober tahun 2024 

yang kemudian diperkuat di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung Republik 

Indonesia (selanjutnya disebut MA RI) dengan putusan Nomor 1345 

                                                       
11  Wahyu Syuhada, 2023, ANALISIS HUKUM PERUSAHAAN PADA KASUS 

KEPAILITAN ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (HOLDING 

COMPANY), UNES LAW RIVIEW, Vol. 5 No. 4, hlm. 2354. 
12 Ibid, hlm. 2354 
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K/Pdt.Sus-Pailit/2024 pada hari Rabu tanggal 18 Desember tahun 2024.
13

 

Dalan perkara ini PT Sritex digugat bersama dengan 3 (tiga) anak 

perusahaannya yaitu PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT 

Primayudha Mandirijaya sebagai para termohon oleh PT Indo Bharat Rayon 

selaku pemohon.
14

  

Kejatuhan PT Sritex ini dimulai dengan ketidakmampuan perusahaan 

dalam membayar tagihan utang sindikasi sebesar US $350 juta, yang kala itu 

pihak perusahaan menyatakan akan mengajukan restrukturisasi. Hal ini 

menjadikan celah bagi Kreditor lainnya untuk melakukan PKPU dengan dasar 

kekhawatiran akan finansial PT Sritex. Pihak yang mengajukan PKPU sebagai 

kreditor dari PT Sritex sendiri antara lain Bank QNB Indonesia, PT Swadaya 

Graha,PT Rayon Utama Makmur, PT Indo Bahari Ekspres, dan CV Prima 

karya. Efeknya adalah dengan keluarnya putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/ 

2021/PN Niaga.Smg yang resmi menyatakan PKPU pada PT Sritex  dan 3 

anak perusahaannya yaitu PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan 

PT Primayudha Mandirijaya dengan nilai tagihan kurang lebih senilai 12,9 

triliun.
15

 PT Sritex kemudian mengajukan rencana perdamaian kepada kreditor 

pada tanggal 25 Januari 2022 yang kemudian disahkan dalam putusan 

homologasi, namun selang 2 tahun yaitu pada tahun 2024 PT Indo Bharat 

                                                       
13  Anthony LP Hutapea, “ Pailit Sritex dan Masalah Going Concern”, 

https://www.hukumonline.com/berita/a/pailit-sritex-dan-masalah-going-concern-

lt679b01bce5ae2/?page=all diakses tanggal 3 Februari 2025 pkl 14.00 
14  Moh Fajri, “ Perjalanan PT Sritex, Reksasa Tekstil Sejak Orde Baru yang Kini 

Tumbang”, https://kumparan.com/kumparanbisnis/perjalanan-pt-sritex-raksasa-tekstil-sejak-orde-

baru-yang-kini-tumbang-23mGQOlrCOh diakses tanggal 3 Februari 2025 pkl 14.15 
15  Fitri Novia Heriani, “Kilas Balik Jatuhnya Sritex dalam Pailit”, 

https://www.hukumonline.com/berita/a/kilas-balik-jatuhnya-sritex-dalam-pailit-

lt6773bbb553d59/?page=all diakses tanggal 3 Februari 2025 pkl. 00.20 

https://www.hukumonline.com/berita/a/pailit-sritex-dan-masalah-going-concern-lt679b01bce5ae2/?page=all
https://www.hukumonline.com/berita/a/pailit-sritex-dan-masalah-going-concern-lt679b01bce5ae2/?page=all
https://kumparan.com/kumparanbisnis/perjalanan-pt-sritex-raksasa-tekstil-sejak-orde-baru-yang-kini-tumbang-23mGQOlrCOh
https://kumparan.com/kumparanbisnis/perjalanan-pt-sritex-raksasa-tekstil-sejak-orde-baru-yang-kini-tumbang-23mGQOlrCOh
https://www.hukumonline.com/berita/a/kilas-balik-jatuhnya-sritex-dalam-pailit-lt6773bbb553d59/?page=all
https://www.hukumonline.com/berita/a/kilas-balik-jatuhnya-sritex-dalam-pailit-lt6773bbb553d59/?page=all
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Rayon selaku kreditor dari PT Sritex yang juga ikut menandatangani 

perjanjian perdamaian tersebut mengajukan permohonan pembatan putusan 

karena PT Sritex tidak memenuhi perjanjian perdamaian yang telah disepakati 

bersama, sehingga berimbas dengan adanya putusan nomor 2/Pdt.Sus-

Homologasi/2024/PN.Niaga.Smg yang mana dalam amar putusannya antara 

lain membatalkan putusan homologasi tanggal 25 Januari 2025 dan 

menyatakan PT Sritex dan 3 anak perusahaannya pailit dengan segala akibat 

hukumnya.
16

 

Berdasarkan uraian latar belakang mengenai pailitnya PT Sritex 

mendorong penulis dalam melakukan penelitian hukum guna mengkaji lebih 

jauh lagi mengenai pertanggung jawaban induk perusahaan terhadap anak 

perusahaannya yang telah diputus pailit oleh putusan pengadilan, oleh karena 

itu penulis mengangkat judul “PERTANGGUNG JAWABAN HOLDING 

COMPANY TERHADAP ANAK PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN 

PAILIT (STUDI PUTUSAN NOMOR 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN 

Niaga.Smg Jo. NOMOR 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Smg)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut pembatasan diperlukan dalam penelitian ini 

untuk mencegah analisis yang terlalu luas dan menyimpang dari topik 

pembahasan. Adapun yang menjadi rumusan masalah yakni: 

                                                       
16 Ibid. 
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1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga pada 

Pada Pengadilan Negeri Semarang memutus Pailit PT Sri Rejeki Isman 

dalam putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Humologasi/2024/PN Niaga.Smg ? 

2. Bagaimana pertanggung jawaban sebuah Holding company terhadap anak 

perusahaannya yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim 

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Kota memutus pailit terhadap 

Perusahaan Tekstil PT Sri Rejeki Isman dalam putusan Nomor 2/Pdt.Sus-

Humologasi/2024/PN Niaga.Smg 

2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa terkait sejauh mana 

pertanggung jawaban sebuah holding company terhadap anak perusahaan 

yang dinyatakan pailit oleh pengadilan Niaga. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Penenilian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis 

maupun praktis : 

1. Secara Teoritis 

a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu 

hukum terkhusus di bidang hukum perusahaan dan hukum kepailitan. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi bagi penelitian-

penelitian lainnya di bidang ilmu hukum dan secara khusus dalam 

bindang hukum Perusahaan. 
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2. Secara Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait 

pertanggung jawaban sebuah holding company terhadap anak 

perusahaan yang dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga serta informasi 

terkait pertanggung jawaban sebuah holding company apabila 

pengadilan niaga menyatakan pailit untuk keduanya. 

E. Terminologi 

1. Pertanggung Jawaban 

Berasal dari kata “tanggung jawab” yaitu suatu keadaan wajib 

untuk menanggung segala sesuatu yang mana bila sesuatu tersebut terjadi, 

pihak yang terbebani sebuah tanggung jawab dapat disalahkan, dituntut, 

diperkarakan dan lain sebagainya. Sehingga pertanggung jawaban adalah 

suatu perbuatan bertanggung jawab, dalam ilmu hukum tanggung jawab 

adalah akibat atas konsekuensi kebebasan seurang tentang perbuatan yang 

kaitannya dengan etika atau moral dalam berbuat suatu hal.
17

 

2. Holding company 

Holding company adalah perusahaan yang berfungsi sebagai induk 

perusahaan yang berperan dalam merencanakan, mengkoordinasikan, 

mensolidasikan, mengembangkan serta mengendalikan anak-anak 

perusahaannya dan afiliasinya dengan tujuan untuk mengoptimalkan 

kinerja perusahaan secara menyeluruh 

 

                                                       
17 Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarrta 2010, hlm 13. 
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3. Anak Perusahaan 

Anak perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki oleh induk 

perusahaan atau holding company, yang mana dalam anak perusahaan 

induk perusahaan memiliki atau memegang lebih dari setengah saham 

perusahaan bahkan tidak jarang sebuah induk perusahaan memegang 

seluruh saham anak perusahaannya. 

4. Direksi 

Menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan 

Terbatas Pasal 1 angka 5 menjelaskan Direksi adalah organ perseroan 

yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan 

demi kepentingan perseroan, sesuai dengan visi dan misi tujuan perseroan 

serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun luar pengadilanm sesuai 

dengan ketentuan Anggaran Dasar. 

5. Dewan Komisaris 

Menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan 

Terbatas Pasal Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas 

melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan 

Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. 

6. Kepailitan 

Langkah penyelesaian sengketa yang timbul akibat dari 

ketidakmampuan debitor membayar utang yang diwujudkan melalui 

pemberesan (penjualan) terhadap seluruh harta debitor yang telah 

dinyatakan insolvent untuk digunakan membayar utang-utangnya secara 
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kolektif kepada seluruh kreditornya dengan cara pembagian secara rata 

atau sesuai dengan kedudukan hak tagih yang dimiliki oleh masing-masing 

kreditor.
18

 

7. Kurator 

Kurator adalah orang atau balai harta peninggala yang bertugas 

untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, diangkat oleh 

Pengadilan, dan berkerja dibawah pengawasan hakim pengawas sesuai 

dengan aturan yang berlaku dalam UU KPKPU. Hal ini tertuang dalam 

Pasal 1 angka (5) UU KPKPU. 

8. Pengadilan Niaga 

Pengadilan Niaga merupakan salah satu jenis lembaga peradilan 

khusus dalam sistem peradilan di Indonesia yang berwenang memeriksa, 

mengadili, dan memutus perkara perdata khusus (Niaga/Dagang). 19 

Pengadilan ini memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa 

perdagangan dan ekonomi di Indonesia. 

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian adalah sebuah kegiatan dalam upaya melakukan analisi 

terhadap fakta yang dilakukan secara objektif, cermat, terencana, dan 

sistematis terhadap fenomena-fenomena yang terjadi guna mencari suatu 

                                                       
18  Ricardo Simanjuntak, 2023, UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PKPU TEORI 

DAN PRAKTIK, Kontan Publishing, Jakarta, hal. 39 
19 Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, 2018,  Hukum Acara Pengadilan Niaga, Sinar 

Grafika, Jakarta, hal. 7. 
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fakta, teori baru, hipotesis, dan kebenaran dengan Langkah-langkah tertentu 

agar ditemukan jawaban ilmiah terhadap suatu masalah.
20

 

Dalam penelitian tertkait Putusan Pengadilan Niaga Nomor Nomor 

2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN.Niaga.Smg Jo. Nomor 12/Pdt.Sus-

PKPU/2021/PN.Niaga.Smg ini penulis menggunakan metode penelitian ialah 

sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan penelitian yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang 

berdasarkan ketentuan hukum dan fenomena yang terjadi di lapangan. 

Dalam hal penelitian ini penulis memperhatikan asas-asas serta prinsi 

hukum yang berlaku dan memperhatikan ilmu pendukung lainnya seperti 

ilmu sosial sesuai dengan kejadian atau fakta yang berlaku di masyarakat 

guna mencari suatu penyelesaian dari permasalahan yang ada. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian ini, menunjukkan penelitian bersifat deskriptif 

analitis. Deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk 

memberikan data yang sedetail mungkin dan menggambarkan secara nyata 

dan jelas terkait objek yang diteliti. Analitis atau analisis yaitu dengan 

menganalisa atau membahas terkait data yang didapatkan di lapangan baik 

yang diperoleh melalui wawancara, kuisioner, maupun metode lainnya. 

 

                                                       
20 Andra Tersiana, 2018, METODE PENELITIAN, Anak Hebat Indonesia, Jogjakarta, hlm. 

4 
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3. Sumber Data 

Dalam suatu penelitian, sumber data merupakan dasar dari langkah-

langkah dalam penyusunan karya ilmiah yang dilakukan oleh penulis 

karena data merupakan elemen-elemen yang mendukung dan akan 

melengkapi sebuah penelitian. Data yang dikumpulkan dalam melakukan 

penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder yakni: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diambil secara langsung dari lokasi 

penelitian yaitu langsung diambil di dalam masyarakat atau studi 

lapangan.
21

 Dalam hal ini peneliti langsung mengambil data-data  yang 

ada pada Pengadilan Niaga Semarang berupa Putusan Pengadilan 

Niaga Nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN.Niaga.Smg Jo. Nomor 

12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg. disamping itu data primer juga 

diambil melalui wawancara terhadap para pihak yang kompeten pada 

bidangnya sebagai narasumber dan sebagai responden, dalam 

pengumpulan data primer penulis akan melakukan wawancara dengan 

Hakim Pengadilan Niaga dan Kurator atau Advokat. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber tidak 

langsung, seperti buku, jurnal, arsip, serta catatan yang telah ada baik 

yang telah dipublikasi maupun tidak dipublikasi. Dalam 

pengumpulannya penulis meengakses sumber-sumber tersebut melalui 

                                                       
21  Mukti fajar&yulianto achmad, 2010, Dualism Penelitian Hukum Normatif&Empiris, 

Pustaka pelajar, Yogyakarta, hal. 156 
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perpustakaan, pusat dokumentasi, atau lembaga arsip guna 

mendapatkan informasi yang relevan dengan fokus kepada penelitian 

yang penulis lakukan. Penggunan data sekunder ini dari segi 

keunggulannya terdapat pada efisiensi waktu dan biaya, sehingga dapat 

membantu penulis dalam melakukan identifikasi permasalahan serta 

melakukan analisa awal terhadap data yang diperlukan. 

Adapun data sekunder terbagi sebagai berikut : 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang terdiri atas 

peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan 

dokumen resmi negara.
22

 Bahan hukum primer pada penelitian ini 

antara lain : 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

b) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). 

c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas. 

d) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

109/KMA/SK/IV/2020 

e) Putusan Pengadilan Niaga Nomor Nomor 2/Pdt.Sus-

Homologasi/2024/PN.Niaga.Smg Jo. Nomor 12/Pdt.Sus-

PKPU/2021/PN.Niaga.Smg 

                                                       
22Ibid, hal. 42 
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2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang 

digunakan sebagai penunjang dan pelengkap daripada bahan 

hukum primer. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder 

berupa; 

a) Jurnal Hukum 

b) Pendapat para Ahli Hukum berbentuk Doktrin 

c) Buku; 

(1) UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PKPU 

INDONESIA TEORI DAN PRAKTEK, Karya Dr.Ricardo 

Simanjuntak, S.H.,LL.M,ANZIIF,MCIArb. 

(2) Perseroan Terbatas (yang Tertutup) Berdasarkan U.U.No. 

40 Tahun 2007 Bagian Kedua, Karya J Satrio. 

(3) Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma dan Praktik di 

Peradilan. Karya Prof. Dr. M.Hadi Shubhan, S.H.,M.H.,CN. 

(4) HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA Dalam Teori dan 

Praktik Serta Penerapan Hukumnya. Karya Dr. Susanti Adi 

Nugroho, S.H., M.H. 

(5) Sejarah, Asas, dan Teori HUKUM KEPAILITAN 

Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang. 

Karya Prof. Dr. Sutan Remi Sjahdeini, S.H., FCBArb. 
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3) Bahan Tersier/NonHukum 

Bahan penelitian yang terdiri dari buku dan teks non hukum, 

seperti aspek-aspek keilmuan lainnya diluar hukum. Pentingnya 

bahan ini adalah sebagai penunjang dalam proses analisis suatu 

penelitian hukum.
23

 Peneliti menggunakan bahan non hukum 

berupa ; 

a) Black Law Dictionary 

b) Kamus Besar Bahasa Indonesia 

c) The Oxford English Dictionary 

4. Metode Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan 

data untuk mencari informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan ini 

adalah dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu : 

a. Penelitian Kepustakaan  

Dalam teknik pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan 

cara menguji, membaca serta menganalisis bahan hukum yang 

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam 

kegiatan penelitian kepustakaan ini data yang diperoleh dari 

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung dan 

beberapa buku referensi yang dimiliki oleh penulis. 

 

 

                                                       
23 Ibid, hlm. 43 



18 

 

 

b. Penelitian Lapangan 

Penulis menggunakan metode wawancara dalam studi lapangan. 

Dimana metode wawancara adalah Teknik pengambilan data melalui 

proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan 

narasumber.
24

 Dengan metode ini peneliti dapat mengambil sampel 

data dari narasumber maupun Lembaga yang dianggap paling 

memahami terkait penelitian yang sedang di teliti oleh penulis. 

5. Metode Analisis Data 

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode 

analisis kualitatif yang mana metode ini menghasilkan data deskriptif 

analisis, maksudnya adalah peneliti berkeinginan untuk memberikan suatu 

pemaparan atau gambaran atas subjek dan objek dari hasil penelitian yang 

telah dilakukannya. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “PERTANGGUNG JAWABAN 

HOLDING COMPANY TERHADAP ANAK PERUSAHAAN YANG 

DINYATAKAN PAILIT” akan diuraikan melalui sistematika penulisan yang 

terdiri dari 4 (empat) bab aitu : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis akan menyampaikan beberapa 

hal untuk pendahuluan alasan adanya penulisan 

                                                       
24  Abdurrahman Fatoni, 2011, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, 

Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 105. 
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ilmiah yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, 

Terminologi, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian 

dan juga Sistematika Penelitian yang 

bersangkutan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tinjauan umum dimana penulis akan 

menjelaskan lebih lanjut mengenai : 

1. Tinjauan Umum Kepailitan yang berisi : 

kepailitan dalam suatu korporasi yang 

membahas terkait pengertian kepailitan, para 

pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, 

para pihak yang dinyatakan pailit, para pihak 

yang dapat mengajukan pailit, dan perdamaian 

dalam kepailitan, dan PKPU 

2. Tinjauan umum sebuah Holding company yang 

mencakup : pengertian holding company, 

pendirian dan legalitas holding company, dan 

fungsi sebuah holding company, serta 

kepailitan yang menimpa Holding Company. 

3. Tinjauan Umum tentang Pertanggung jawaban 

sebuah korporasi yang berisi tentang hal-hal 

apa saja yang mencakup pertanggung jawaban 
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sebuah Holding Company terhadap anak 

perusahaannya, terkhusus apabila terjadi 

kepailitan pada anak Perusahaan. 

4. Tinjauan Umum Kepailitan dalam Perpektif 

Islam, yang mencakup pembahasan terkait 

bagaimana system perjanjian dalam islam, 

utang piutang dalam islam, dan kepailitan 

dalam islam. 

BAB III : HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas serta menjawab rumusan 

masalah yang diangkat oleh penulis, yaitu:  

Tentang pertanggung jawaban sebuah holding 

company terhadap anak perusahaan yang 

dinyatakan pailit oleh pengadilan Niaga dan 

penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisa 

tentang pertanggung jawaban sebuah holding 

company yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan 

Niaga bersamaan dengan anak perusahaannya. 

BAB IV : PENUTUP 

Bab ini menguraikan, menjelaskan, dan 

menggambarkan tentang kesimpulan dan saran 

dari penulis berdasarkan penelitian yang telah 

penulis ini lakukan dalam penulisan hukum. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan 

1. Sejarah kepailitan di Indonesia 

Aturan mengenai kepailitan di Indonesia masuk bersamaan dengan 

penjajahan Belanda di Indonesia, yaitu dengan ditetapkannya Wetboek 

van Koophandel atau yang kerap disebut dengan Kitab Undang-undang 

Hukum Dagang (KUHD). Pada mulanya, aturan mengenai kepailitan 

diatur dalam buku III KUHD. Kemudian dibentuk aturan kepailitan yang 

berdiri sendiri dan dicabutnya ketentuan kepailitan dalam buku III KUHD 

dengan berlakunya Staatblaad Nomor 276 Tahun 1905 dan Staatblaad 

Nomor 348 Tahun 1906 yang mana aturan itu disebut Faillisstments 

Verordenning. Terdapat perbedaan pendapat mengenai makna dari 

Faillissments Verordenning, menurut Subekti dan Tjirosidibio 

menyatakan bahwa Faillissments Verordenning dapat diartikan sebagai 

Undang-undang Kepailitan.
25

 Pemberlakuan Undang-undang kepailitan 

peninggalan Belanda di Indonesia berlangsung selama 93 tahun, yakni 

sejak tahun 1905 hingga 1998. Walaupun ketika penjajahan jepang atas 

Indonesia, undang-undang ini sempat tidak diberlakukan dan pemerintah 

jepang kala itu membuat undang-undang darurat mengenai kepailitan, 

namun kemudian aturan ini tidak berlaku ketika jepang meninggalkan 

                                                       
25 Yehelson, 2019, Hukum Kepailitan di Indonesia, Ideas Publishing, Gorontalo, Hlm. 7 
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Indonesia pada tahun 1945 dan Indonesia kembali memberlakukan 

Undang-undang kepailitan peninggalan Belanda.  

Krisis moneter pada tahun 1998 di Indonesia menjadikan salah satu 

penyebab bangkitnya instrument hukum kepailitan di Indonesia hingga 

kemudian dikenal oleh masyarakat luas. Hal ini disebabkan keterlibatan 

International Monetary Fund (IMF) yang bersedia membantu dengan 

merekomendasikan reformasi bidang hukum, terkhusus pada hukum 

kepailitan guna penyehatan perekonomian di Indonesia. Bentuk daripada 

reformasi hukum kepailitan tersebut ialah dengan munculnya Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 tentang 

Kepailitan (selanjutnya disebut Perppu No 1 Tahun 1998) tentang 

perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan (Staatsblad Nomor 

217 Tahun 1905 Jo Staatsblad Nomor 348 Tahun 1906) yang kemudian 

diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang 

penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan 

menjadi Undang-Undang.
26

 Pada perkembangan selanjutnya Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1998 kemudian diganti dengan Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU KPKPU). 

Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kepailitan antara 

aturan baru dan aturan yang lama memiliki sebagian perubahan terhadap 

                                                       
26  M.Hadi Shubhan, 2022, Karakteristik Hukum Kepailitan Indonesia dan 

Perkembangannya Sebagai Instrumen Hukum Recovery Pembayaran Utang Debitor, IR-

Perpustakaan Universitas Airlanggga, Surabaya 
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substansi hukumnya, Adapun perubahan substansi tersebut adalah sebagai 

berikut :
27

 

a. Pada aturan lama, yaitu Faillissments Verordenning tidak adanya 

batas waktu penyelesaian kasus kepailitan atau yang disebut dengan 

Frame Time  hal ini menyebabkan lamanya penyelesian suatu perkara 

kepailitan, karena tidak adanya kepastian terkait batas waktu 

penyelesaian perkaranya. Adapun dalam aturan baru, yaitu pada 

Perppu Nomor 1 Tahun 1998 diatur mengenai Frame Time sehingga 

penyelesaian suatu perkara kepailitan dapat diselesaikan dalam waktu 

singkat. 

b. Pada aturan lama, yaitu Faillissments Verordenning hanya dikenal 

satu kurator yaitu Balai Harta Peninggalan atau disebut Weestcomer. 

Dalam pendapat beberapa kalangan menilai bahwa kinerja dari 

Weestcomer dinilai lamban, sehingga dalam aturan baru yaitu pada 

Perppu Nomor 1 Tahun 1998 diatur adanya Kurator swasta. 

c. Pada aturan lama, yaitu Faillissments Verordenning dikenal adanya 

upaya banding dalam penyelesaian perkara Kepailitan. Adapun dalam 

aturan baru, yaitu pada Perppu Nomor 1 Tahun 1998 upaya banding 

dipangkas dan hanya dikenal upaya kasasi, dengan pertimbangan 

apabila banding diperbolehkan maka penyelesaian suatu perkara akan 

membutuhkan waktu yang lama. 

                                                       
27 Op Cit, hlm 8-9 
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d. Pada aturan baru, yaitu Perppu Nomor 1 Tahun 1998 dikenal adanya 

asas verplichte proccurure stelling yang berarti hanya penasihat 

hukum yang telah memiliki izin praktik saja yang dapat mengajukan 

Kepailitan. 

e. Pada aturan baru, yaitu UU KPKPU diatur 1 pihak lang yag dapat 

melakukan pengajuan  permohonan kepailitan. Adapun pihak-pihak 

yang telah diatur secara khusus sebagai permohonan persyaratan pailit 

yaitu Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, BAPEPAM, dan 

Kejaksaan demi kepentingan umum. 

2. Pengertian Kepailitan 

Kepailitan/ Bankrupt secara etimologi berasal dari istilah “pailit”, 

dalam beberapa bahasa istilah pailit memiliki penamaan yang berbeda-

beda, dalam bahasa belanda pailit berasal dari istilah “faillit”.  Kemudian 

dalam bahasa prancis pailit diambil dari kata “faillite” yang berarti 

pemogokan atau kemacetan pembayaran, Adapun orang yang mogok/ 

berhenti membayar disebut “lefaili”. Bahasa inggris mengistilahkan 

kepailitan dengan Bankrupt atau dalam bahasa belanda disebut bankroet, 

dan dalam bahasa italia yaitu pada abad 15 disebut bancarotta yaitu banca 

(bangku) dan rotta (kursi), yang bermakna bank yang gulung tikar yang 

mana bangku-bangkunya rusak.
28

 

Secara terminologi para ahli hukum kepailitan memiliki definisinya 

tersendiri dalam mengartikan makna dari kepailitan tersebut. Menurut 

                                                       
28 Kamus wikimus, Istilah bangkrut, diakses 8 Maret 2025, pkl 10.00 WIB. 
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Prof. M. Hadi Shubhan, pailit adalah suatu keadaan dimana debitor tidak 

mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang 

dari para kereditornya, sedangkan kepailitan sendiri bermakna suatu 

putusan pengadilan yang menjadikan adanya sita umum atas seluruh harta 

debitor pailit baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari 

dan pengurusannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim 

pengawas dengan tujuan untuk membayar seluruh uutang debitor pailit 

secara ekuivalen dengan menggunakan hasil penjualan dari harya 

kekayaan debitor pailit.
29

 Selanjutnya Prof M. Hadi Shubhan 

mendefinisikan bahwa kepailitan ini terjadi diakibatkan oleh financial 

distress atau kondisi kesulitan keuangan dari usaha debitor yang telah 

mengalami kemunduruan. Ricardo Simanjuntak memberikan definisi 

kepailitan sebagai langkah penyelesaian sengketa yang timbul akibat dari 

ketidakmampuan debitor membayar utang yang diwujudkan melalui 

pemberesan (penjualan) terhadap seluruh harta debitor yang telah 

dinyatakan insolvent untuk digunakan membayar utang-utangnya secara 

kolektif kepada seluruh kreditornya dengan cara pembagian secara rata 

atau sesuai dengan kedudukan hak tagih yang dimiliki oleh masing-masing 

kreditor.
30

 

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat kita simpulkan bahwa kepailitan 

adalah langkah penyelesaian sengketa dengann sita umum atas kekayaan 

                                                       
29 M. Hadi Shubhan, 2008, Hukum kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, 

Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 1 
30  Ricardo Simanjuntak, 2023, UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PKPU TEORI 

DAN PRAKTIK, Kontan Publishing, Jakarta, hal. 
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debitor dari putusan pengadilan yang disebabkan debitor tidak mampu 

melunasi utangnya pada kreditor yang kemudian pemberesannya 

dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas dengan 

tujuan melunasi utang debitor secara proporsional dari hasil penjualan 

harta kekayaan debitor pailit tersebut. 

3. Pengaturan Kepailitan di Indonesia 

Di Indonesia, aturan dasar kepailitan diatur dalam Undang-undang 

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang. Dalam uu ini diatur secara lengkap mengenai syarat-

syarat kepailitan, prosedur pelaksanaan kepailitan, prosedur penyelesaian 

kewajiban oleh kurator, mekanisme pembatalan perbuatan hukum oleh 

debitor, serta tata cara pelaporannya kepada pengadilan. Undang-undang 

ini juga turut mengatur mengenai kewenangan pengadilan sebagai 

Lembaga yang memutus suatu permohonan kepailitan dan sebagai 

Lembaga yang berperan dalam penunjukan kurator yang memiliki 

tanggung jawab atas pengurusan dan penyelesaiian harta debitor pailit 

serta membagikan hasil penyelesaiian kepada krediturnya. Seluruh proses 

ini dilakukan di pengadilan dan diawasi oleh pengawas pengadilan yang 

mana adalah sebuah Lembaga administrative di bawah Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUM HAM).
31

 

Selanjutnya, aturan mengenai kepailitan di Indonesia juga diatur dalam 

beberapa Pasal pada UU PT, yang mana dalam aturan ini kepailitan lebih 

                                                       
31  Anugrahdwi, “Pailit dan Dasar Hukum Kepailitan”, 

https://pascasarjana.umsu.ac.id/pailit-dan-dasar-hukum-kepailitan/, diakses tanggal 12 Mei 2025, 

pkl 13.40. 

https://pascasarjana.umsu.ac.id/pailit-dan-dasar-hukum-kepailitan/
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tertuju pada pertanggung jawaban Direksi dan Dewan Komisaris mengenai 

kepailitan dalam suatu perusahaan. Kemudian dalam UU PT juga 

menegaskan terkait ketentuan mengenai pembubaran perseroan, likuidasi, 

dan berakhirnya status badan hukum Perseoran dengan tetap merujuk pada 

aturan yang berlaku dalam UU KPKPU. 

4. Syarat Kepailitan 

Syarat Kepailitan diatur dalam UUKPKPU yang mana dijelaskan 

bahwa sebagai syarat dasar dalam Pasal 1 ayat (2) dan (6) yaitu : 

a. Adanya utang pada kreditor yang dapat di tagih dimuka pengadilan 

b. Utang yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata 

uang nasional maupun dalam voluta asing. 

 

Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) mengenai 

syarat kepailitan, sebagaimana dijelaskan bahwa : 

Debitor yang mempunyai setidaknya dua (2) atau lebih kreditor dan 

tidak membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat 

ditagih, maka dapat dinyatakan pailit bersadarkan putusan pengadilan, bai 

katas permohonannya sendiri maupun dari permohonan kreditornya. 

Apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam 

UU KPKPU, pemohon pailit dapat mengajukan permohonan pailit kepada 

pengadilan khusus yang disebut dengan Pengadilan Niaga. Adapun pihak 

yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah : 

1. Kreditor 

2. Debitor 
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3. Jaksa untuk kepentingan umum 

4. Apabila debitor adalah bank, maka Bank Indonesia yang dapat 

mengajukan permohonan pailit. 

5. Apabila debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kriling, 

dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, maka 

yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah Badan Pengawas 

Pasar Modal (BAPEPAM) yang dapat mengajukan permohonan 

pailit. 

6. Dalam hal debitor sebagai perusahaan asuransi, perusahaan 

reasuransi, dana pension, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

pada bidang publik hanya Menteri Keuangan yang dapat 

mengajukan permohonan pailit. 

 

Adapun para pihak yang dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut: 

a. Debitor perorangan sebagai termohon pailit 

b. Harta peninggalan 

c. Holding company Sebagai termohon pailit 

d. Persekutuan Comanditer (CV) 

e. Korporasi sebagai termohon pailit 

f. Perkumpulan non badan hukum sebagai termohon pailit 

g. Bank sebagai termohon pailit 

h. Bursa efek, Perusahaan Efek, lembaga kliring dan penjaminan, 

lembaga penyimpanan dan penyelesaian sebagai termohon pailit 
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i. Perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau 

BUMN sebagai termohon pailit 

j. Jaminan, yaitu pihak yang menjamin (perusahaan) dalam utang 

piutang yang dilakukan oleh kreditor. 

5. Prosedur Permohonan Pailit 

Permohohan kepailitan wajib diajukan oleh Advokat, kecuali 

permohonan yang diajukan oleh Bank Indonesia, Bapepam, Kejaksaan 

dan Menteri Keuangan. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 

ayat (1) dan (2) UUKPKPU. Dalam pengajuan permohonan pailit, 

advokat harus melengkapi dokumen-dokumen yang telah disediakan oleh 

pengadilan, antara lain :
32

 

1. Surat permohonan bermaterai dari advokat yang ditujukan untuk 

ketua pengadilan niaga setempat 

2. Kartu Tanda Advokat (KTA)/ izin yang dilegalisir pada kepaniteraan 

Pengadilan Niaga setempat 

3. Surat kuasa khusus 

4. Identitas diri/surat tanda bukti diri (bagi debitor perorangan), AD 

dan TDP yg di legalisir (bagi Perseroan terbatas sebagai debitor), 

Akta Pendaftaran Yayasan/Asosiasi yg dilegalisir (bagi debitor 

Yayasan/ asosiasi), Surat pendaftaran perusahaan/perusahaan efek/ 

Bank (bagi pemohon kejaksaan/BI/Bapepam) 

                                                       
32 M. Hadi Shubhan, 2008, Hukum kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, 

Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 120 
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5. Surat persetujuan suami/isteri (bagi debitor peroragan), Berita Acara 

Rapat Umum Pemegang Ssaham (BA RUPS) tentang permohonan 

pailit (bagi Perusahaan sebagai debitor), putusan dewan pengurus 

(bagi Yayasan/ asosiasi) 

6. Daftar kewajiban dan asset harta (bagi debitor perorangan), laporan 

keuangan terakhir (bagi debitor perseroan terbatas/Yayasan/asosiasi) 

7. Nama dan alamat debitor maupun kreditor 

8. Surat perjanjian utang, dan perincian utang yang tidak dibayar 

(berkas tambahan apabila kepailitan diajukan oleh kreditor) 

 

Setelah melengkapi ketentuan berkas, permohonan diajukan kepada 

kepaniteraan Pengadilan Niaga setempat maka pada hari itu juga 

kepaniteraan mendaftarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon dan 

dalam kurun waktu 1x 24 jam terhitung dari tanggal pendaftaran, panitera 

harus sudah menyampaikan permohonan tersebut kepada ketua 

Pengadilan Niaga. Selanjutnya terhitung sejak tanggal pendaftaran, dalam 

waktu 3x 24 jam Pengadilan Niaga harus segera menetapkan hari sidang 

yang mana penyelenggaraannya paling lambnat 20 hari sejak tanggal 

pendaftaran, dan hanya karena alasan tertentu dari permohonan debitor 

Pengadilan Niaga dapat menunda penyelenggaraan sidang paling lama 25 

hari sejak tanggal pendafataran permohonan.
33

 

Setelah selesainya proses pendaftaran, dalam hal permohonan yang 

diajukan oleh kreditor, Kejaksaan, bank Indonesia, Bapepam, dan Menteri 

                                                       
33 Ibid, hlm. 121 
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keuangan, Pengadilan wajib memanggil debitor untuk menghadiri sidang. 

Pemanggilan debitor ini bertujuan untuk melakukan konfrontir tehadap 

dalil yang diajukan kreditor kepada debitor mengenai masalah hubungan 

hukum dan mengenai jumlah utang piutangnya. Selanjutnya dalam hal 

permohonan yang diajukan oleh debito serta adanya keraguan bahwa 

persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi, maka Pengadilan 

menanggil kreditor untuk menghadiri persidang. 

Disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) UUKPKPU bahwa pemanggilan 

dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan 

pertama dilakukan. Selanjutnya dalam ayat (4) disebutkan bahwa putusan 

harus dapat diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak 

permohonan pailit didaftarkan. Menurut M. Hadi Shubhan, pembatasan 

waktu dalam beracara di Pengadilan Niaga ini bertujuan agar tidak 

terjadinya penumpukan perkara seperti halnya di Pengadilan Negeri, 

menurut beliau tidak ada suatu perkara kepailitan yang berlarut-larut 

hingga keluarnya putusan melebihi ketentuan waktu yang telah diberikan 

oleh Undang-undang Kepailitan, kalaupun ada perkara itu kemungkinan 

adalah suatu perkara yang sangat kompleks sehingga hakim 

membutuhkan waktu lebih banyak untuk mengkaji secara komperhensif 

guna menghasilkan putusan yang berkualitas.
34

 

 

 

                                                       
34 Ibid, hlm. 123-124 
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6. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 

Penundaan kewajiban pembayaran utang (selanjutnya disebut PKPU) 

adalah sarana yang diberikan undang-undang kepada debitor agar dapat 

menyelesaikan kesulitan finansialnya sehingga dapat melanjutkan 

kehidupan usahanya. PKPU diatur dalam UUKPKPU Pasal 222 sampai 

dengan Pasal 294. PKPU dalam sebuah perusahaan yang telah 

dimohonkan pailit dapat sangat berguna, karena pada masa PKPU ini 

sebuah perusahaan dapat memperbaiki keadaan ekonominya dan mencari 

laba. Disamping itu, dalam masa PKPU ini debitor dapat membahas 

kaitannya dengan rencana perdamaian dengan kreditor maupun kaitannya 

dengan restrukturisasi utang debitor terhadap kreditor. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa PKPU adalah upaya agar debitor yang dimohonkan 

pailit tidak pailit. 

Permohonan PKPU dapat diajukan baik sebelum maupun setelah 

adanya permohonan pailit yang diajukan kreditor maupun debitor dengan 

catatan selambat-lambatnya diajukan sebelum sidang pertama. Apabila 

PKPU diajukan sebelum permohonan pernyataan pailit, maka debitor 

tidak dapat diajukan permohonan pernyataan pailit. Selanjutnya apabila 

PKPU diajukan di tengah-tengah pemeriksaan oleh pengadilan niaga, 

maka pemeriksaan harus dihentikan,
35

 dan apabila PKPU dan 

Permohonan pernyataan pailit diajukan bersamaan maka permohonan 

PKPU akan diperiksa pertama. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 

                                                       
35  Sutan Remi Sjahdeini, 2016, Sejarah, Asas, dan Teori HUKUM KEPAILITAN 

Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran, Prenadamedia grup, Jakarta,  hlm. 411 
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229 ayat 3 UU KPKPU yang mana disebutkan, “Apabila permohonan 

pernyataan pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang diperiksa secara bersamaan, Penundaan kewajiban Pembayaran 

Utang diperiksa terbih dahulu” ;  

Pada umumnya PKPU akan diajukan oleh debitor dengan tujuan 

untuk membahas rencana perdamaian dengan kreditor, namun PKPU juga 

dapat diajukan olek kreditor, hal ini terjadi apabila kreditor sudah 

memperkirakan bahwa debitor tidak mampu membayar utangnya yang 

sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam hal ini kreditor mengajukan 

permohonan kepada pengadilan agar debitor diberi PKPU yang bertujuan 

agar debitor dapat mengajukan rencana perdamaian yang memuat tawaran 

pembayaran sebagian maupun seluruh utang debitor kepada kreditornya.
36

 

Permohonan PKPU diajukan di Pengadilan Niaga pada daerah hukum 

yang meliputi kedudukan hukum debitor dengan ditanda tangani oleh 

pemohon dan advokatnya. Permohonan PKPU yang diajukan oleh debitor 

harus disertai daftar berkas yang memuat sifat dan jumlah utang piutang 

debitor dan bukti secukupnya. Selanjutnya apabila permohonan PKPU 

yang diajukan oleh kreditor maka permohonan wajib memuat daftar 

berkas yang memuat sifat dan jumlah utang piutang debitor bukti 

secukupnya, dan rencana perdamaian bila ada, kemudian pengadilan 

wajib memanggil debitor melalui juru sita dengan surat kilat selambat-

                                                       
36 Susanti Adi Nugroho, 2018, HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA Dalam Teori dan 

Praktik Serta Penerapan Hukumnya, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 272 
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lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dengan membawa berkas yg 

disebutkan.
37

 

7. Perdamaian dalam Kapailitan 

Perdamaian sejatinya merupakan hal yang seharusnya ditawarkan 

oleh hakim kepada para pihak sebelum menyelesaikan suatu perkara 

melalui mekanisme persidangan, hal ini merupakan ketentuan yang sudah 

ada pada KUHAPerdata dan bersumber dari HIR. Namun dalam proses 

kepailitan tidak dimungkinkan adanya perdamaian sebagaimana Hukum 

Acara Perdata pada umumnya, karena waktu penyelesaian suatu perkara 

kepailitan yang sangat singkat. Proses perdamaian yang ada pada Hukum 

Acara Perdata atau yang lebih dikenal dengan mediasi dilakukan selama 

40 hari dan dapat diperpanjang 14 hari, sedangkan dalam perkara 

kepailitan seorang hakim niaga harus sudah memberikan putusan pailit 

maksimal 60 hari setelah permohonan didaftarkan. 

Dalam sebuah perkara kepailitan, perdamaian yang dimaksud adalah 

perjanjian antara debitor pailit dengan para kreditor dimana debitor pailit 

menawarkan pembayaran sebagian dari utangnya dengan syarat setelah 

pembayaran tersebut dilakukan maka tidak ada lagi kewajibannya dalam 

pembayaran sisa utangnya. Apabila hal ini disepakati antara kedua belah 

pihak, maka utang debitor dinyatakan lunas dan kepailitan berakhir.
38

 

                                                       
37 Ibid, 
38 Retno Sri Astuti, “Sebab-sebab berakhirnya Kepailitan serta Konflik Norma UU Hak 

Tanggungan dan UU Kepailitan”, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidoarjo/baca-

artikel/14454/Sebab-sebab-berakhirnya-Kepailitan-serta-Konflik-Norma-UU-Hak-Tanggungan-

dan-UU-Kepailitan.html, diakses tanggal 13 Mei 2025, pkl. 15.45. 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidoarjo/baca-artikel/14454/Sebab-sebab-berakhirnya-Kepailitan-serta-Konflik-Norma-UU-Hak-Tanggungan-dan-UU-Kepailitan.html
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidoarjo/baca-artikel/14454/Sebab-sebab-berakhirnya-Kepailitan-serta-Konflik-Norma-UU-Hak-Tanggungan-dan-UU-Kepailitan.html
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidoarjo/baca-artikel/14454/Sebab-sebab-berakhirnya-Kepailitan-serta-Konflik-Norma-UU-Hak-Tanggungan-dan-UU-Kepailitan.html
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Sebagaimana disebutkan dalam UU KPKPU Pasal 144 yang 

menyebutkan bahwa debitor pailit memiliki hak untuk menawarkan 

perdamaian kepada para kreditornya. Kemudian pada Pasal 144-163 UU 

KPKPU bahwa apabila perdamaian di terima oleh kreditor maka 

pengadilan akan memutuskan pengesahan perdamaian dalam persidangan 

yang akan dilakukan paling cepat 8 hari setelah perdamaian diajukan dan 

paling lama 14 hari setelah perdamaian diajukan. Selanjutnya dalam Pasal 

166 UUKPKPU disebutlkan apabila perdamaian telah mendapatkan 

kekuatan hukum yang tetap dari pengadilan, maka kepailitan berakhir. 

Dalam praktiknya apabila debitor pailit ingin mengajukan upaya 

perdamaian setelah dinyatakan pailit, mereka akan mengajukan rencana 

perdamaian, yang mana prosedur pengajuannya dijelaskan dalam 

UUKPKPU sebagai berikut :
39

 

a. Rencana perdamaian diserahkan Debitor pailit pada Kepaniteraan 

Pengadilan Niaga agar dapat dilihat secara cuma-cuma oleh orang 

yang berkepentingan dan dalam tenggang waktu paling lama 8 hari 

sebelum rapat pencocokan piutang diadakan. Rencana tersebut wajib 

dibahas dan diambil keputusannya segera setelah rapat pencocokan 

piutang. 

(Pasal 145 ayat 1) 

                                                       
39  Ananda Suara Okta Gemilang, dkk, 2013, Mekanisme Perdamaian dalam Kepailitan 

Sebagai Salah Satu Cara Penyelesaian Utang menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus PT. Pelita 

Propertindo Sejahtera), DIPONEGORO LAW REVIEW, Vol. 1, No. 2, hlm. 9-10. 
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b. Bersamaan dengan penyediaan rencana perdamaian, maka Salinan 

rencana perdamaian tersebut harus dikirimkan kepada setiap anggota 

panitia Kreditor sementara. 

(Pasal 145 ayat 2) 

c. Apabila rencana perdamaian disetujui dalam rapat Kreditor yang 

dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren 

dan yang haknya diakui atau sementara diakui, yang mewakili 

minimal 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang 

diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya 

yang hadir dalam rapat tersebut. Maka Rencana Perdamaian dapat 

diterima. 

(Pasal 151) 

d. Apabila para kreditor telah menyetujui rencana perdamaian, kemudian 

akan di sahkan oleh Pengadilan Niaga dalam suatu sidang yang 

disebut sidang Homologasi, dan menghasilkan Putusan Homologasi. 

(Pasal 156) 

 

Dalam UU KPKPU disebutkan terdapat 2 bentuk perdamaian dalam 

kepailitan; 

a. Perdamaian yang diajukan debitor pasca putusan pailit; 

Perdamaian ini lebih mengarah kepada proses penyelesaian 

utang-utang debitor kepada pada kreditornya melalui pemberesan 

harta pailit. 
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Pada praktiknya, ketentuan mengenai perdamaian yang ditawarkan 

debitor pasca dinyatakan pailit sebagaimana yang diatur pada Pasal 

144-177 UUKPKPU tidak lazim jika dibandingkan dengan ketentuan 

hukum kepailitan di luar Indonesia. Lazimnya di negara lain, 

kesempatan untuk mengajukan perdamaian adalah sebelum debitor 

dinyatakan pailit oleh Pengadilan. Adapun ketika pengadilan telah 

memutus/ menyatakan debitor pailit maka debitor tidak berhak untuk 

mengajukan permohonan dan menawarkan perdamaian kepada para 

krediturnya.
40

 

b. Perdamaian yang di tawarkan oleh debitor sebagai upaya PKPU. 

Perdamaian ini ditawarkan oleh debitor untuk para kreditornya 

sebagai upaya PKPU sebelum adanya putusan pailit oleh Pengadilan 

Niaga. Perdamaian ini lebih merujuk kepada rencana penawaran 

pembayaran utang debitor atau dengan restrukturisasi utang.
41

 Bentuk 

perdamaian yang berkenaan dengan pengajuan PKPU ini diatur pada 

Pasal 265-294 UUKPKPU yang menjelaskan terkait dengan syarat, 

ketentuan, dan tata cara terkait rencana perdamaian baik itu yang 

ditawarkan debitor maupun yang diajukan oleh kreditor.
42

 

Kedua bentuk perdamaian yang telah dijelaskan diatas, apabila telah 

mendapatkan persetujuan dari para kreditor harus segera diserahkan dan 

                                                       
40 Ibid, hlm. 579 
41 Yuhelson, 2023, KEPASTIAN HUKUM PERDAMAIAN DALAM KEPAILITAN, Zahir 

Publishing, Yogyakarta, hlm. 23 
42Sutan Remi Sjahdeini, 2016, Sejarah, Asas, dan Teori HUKUM KEPAILITAN Memahami 

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran, 

Prenadamedia grup, Jakarta,  hlm. 453 
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disahkan oleh hakim pada Pengadilan Niaga atau yang disebut dengan 

dihomologasikan. Dengan adanya homologasi atau pengesahan perjanjian 

perdamaian ini memiliki akibat hukum berupa berakhirnya proses 

kepailitan atau dapat merubah status debitor yang semula pada PKPU 

sementara menjadi PKPU tetap. Dengan demikian homologasi ini 

memberi kepastian hukum kepada kreditor bahwa debitor akan melunasi 

kewajiban utangnya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian 

perdamaian.  

Apabila setelah adanya putusan homologasi debitor tetap tidak 

memenuhi kewajiban utangnya dan/atau lalai dalam memenuhi perjanjian 

perdamaian sebagaimana yang telah disepakati dan disahkan pada putusan 

homologasi tersebut, maka kreditor berhak untuk mengajukan pembatalan 

perdamaian sebagaimana tertera dan diatur dalam pasal 170 ayat (1) 

UUKPKPU yang berbunyi, “Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu 

perdamaian yang telah disahkan apabila debitor lalai memenuhi isi 

perdamaian tersebut” . 

B. Tinjauan Umum Tentang Holding Company 

1. Pengertian Holding company 

Holding company atau Induk perusahaan adalah sebuah perusahaan 

yang membawahi perusahaan-perusahaan lainnya sebagai anak 

perusahaan dari perusahaan induk tersebut atau yang disebut sebagai 

subsidiary company.  Holding Company merupakan gabungan atau 

susunan perusahaan yang mandiri dan berdiri sendiri secara yuridis dan 
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dipandang sebagai induk dan anak perusahaan yang terikat satu sama lain 

sehingga membentuk kesatuan ekonomi yang mana suatu anak dari 

perusahaan tersebut tunduk pada perusahaan induk sebagai pemimpin 

sentral. Umumnya kelompok usaha ini dapat terjadi karena suatu 

perusahaan melakukan perluasan wilayah usahanya baik dengan 

melakukan merger ke perusahaan lain yang bergerak di bidang yang 

sama atau 

berhubungan, maupun dengan cara mendirikan anak perusahaan yang 

sama jenis usahanya mupun berbeda.
43

 

Secara umum Holding company dapat di klasifikasikan menjadi dua jenis, 

yaitu ; 

a. Investment Holding company 

Investment Holding company atau Perusahaan Holding Investasi 

adalah perusahaan yang kegiatan usahanya sebatas dari kepelilikan 

saham didalamnya dan tidak turun langsung dalam operasional anak 

perusahaannya. Perusahaan holding jenis ini bertindak sebagai 

pemilik dari anak-anak perusahaannya, perusahaan holding jenis ini 

juga bertindak dalam penanaman modal, penamtauan kinerja, 

menerima laporan pertanggung jawaban, dan menerima keuntungan 

daripada deviden anak-anak perusahaannya. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa jenis Investment Holding company kegiatan usahanya sebatas 

dari saham yang ditanamkan ke anak perusahaannya. 

                                                       
43  Muhammad Yasin, “Perlu Pengaturan Lebih Komperhensif Mengenai Holding 

company”, https://www.hukumonline.com/berita/a/perlu-pengaturan-lebih-komprehensif-

mengenai-holding-company-lt66b7479c881a3/ diakses tanggal 10 April 2025 pkl. 06.00 

https://www.hukumonline.com/berita/a/perlu-pengaturan-lebih-komprehensif-mengenai-holding-company-lt66b7479c881a3/
https://www.hukumonline.com/berita/a/perlu-pengaturan-lebih-komprehensif-mengenai-holding-company-lt66b7479c881a3/
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b. Operating Holding company 

Operating Holding company atau Perusahaan Holding 

Manajemen adalah perusahaan holding yang memiliki sebagian atau 

keseluruhan saham dari anak perusahaannya dan terjun langsung 

dalam kegiatan operasional bisnis perusahaan juga berperan dalam 

pengambian keputusan bisnis pada anak perusahaannya. Perusahaan 

holding dalam bentuk ini tidak hanya mengelola bisnis utamanya, 

nemun terjun langsung dalam pengelolaan bisnis anak perusahaannya. 

Perusahaan holding jenis ini memiliki hak veto dalam pemilihan 

direksi anak perusahaannya dan juga ikut andil dalam pengambilan 

keputusan strategis sehingga dapat memastikan dan memantau bahwa 

setiap anak perusahaan berjalan sesuai dengan tujuan grup secara 

umum. 

2. Kepailitan Dalam Holding company 

Dalam sebuah Holding company, kepailitan tidak serta merta terhadap 

perusahaan yang dimohonkan pailit. Kepailitan dalam sebuah induk 

perusahaan /Holding company dapat mempengaruhi anak-anak 

perusahaan dibawahnya, hal ini terjadi karena tidak jarang sebuah induk 

perusahaan tidak memberikan batas atau bahkan melampaui batas antara 

induk perusahaan dan anak perusahaannya, yang mana hal tersebut dapat 

mempengaruhi kaitannya dengan harta pailit nantinya, karena sebuah 

induk perusahaan yang memiliki aset dalam anak perusahaannya 

merupakan perusahaan yang berdiri berdasarkan kepemilikan saham 
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dalam anak perusahaan tersebut, kepemilikan saham yang dimaksud dapat 

berarti sebagian maupun seluruhnya. 

Perusahaan induk adalah pemimpin sentral dalam sebuah grup 

perusahaan, yang mana sebuah perusahaan bertugas dan memiliki 

wewenang dalam pengelolaan anak-anak perusahaannya. Dalam sebuah 

grup perusahaan, perusahaan induk lazimnya memiliki aset berupa 

kepemilikan saham pada anak-anak perusahaannya baik sebagian maupun 

seluriuhnya dan/atau penyertaan utang internal bagi operasional anak 

perusahaannya. Kepemilikan aset induk perusahaan pada anak 

perusahaannya ini dapat berdampak apabila terjadi kepailitan pada induk 

perusahaan. 

Dalam UU KPKPU Pasal 21 disebutkan bahwa kepailitan meliputi 

seluruh harta debitor pada saat pernyataan putusan pailit diucapkan serta 

segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Jika ditemukan bahwa 

harta kekayaan maupun aset induk perusahaan memiliki korelasi atau 

saling berhubungan dengan anak perusahaan, maka harta kekayaan 

tersebut dinyatakan sebagai harta pailit sebagaimana yang di jelaskan 

dalam UUKPKPU. 

Akibat dari kepailitan yang terjadi pada induk perusahaan terhadap 

anak perusahaan adalah diambil alihnya harta yang ada kaitannya 

daripada induk perusahaan sebagai harta debitor pailit. Nilai nominal 

kepemilikan saham tetap dihitung sebagai suatu  harta debitor pailit, 
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begitu juga dengan penyertaan utang.
44

Setelah itu akan ditunjuk kurator 

dalam penuntasan hak dan kewajiban debitor pailit kepada kreditor-

kreditornya, guna melakukan pengurusan dan pembereskan terhadap 

setiap harta yang dimiliki oleh debitor pailit. Meskipun keadaan induk 

perusahaan telah dinyatakan pailit, jalannya operasional anak perusahaan 

tergantung daripada keterlibatan dan hubungannya dengan induk 

perusahaannya, karena sejatinya induk perusahaan dan anak perusahaan 

adalah dua entitas yang berbeda, sehingga sangat memungkinkan 

operasional sebuah anak perusahaan dapat berjalan walaupun induknya 

telah dinyatakan pailit. Tetapi apabila terdapat hubungan lainnya yang 

mana hubungan itu dapat mengikatkan sebuah anak perusahaan dengan 

induk perusahaannya, maka apabila salah satu dari pada lainnya 

dinyatakan pailit, maka semuanya ikut dinyatakan pailit. 

C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Holding Company 

Terhadap Anak Perusahaan 

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

merupakan suatu kondisi yang harus menanggung segala sesuatu, jika terjadi 

sesuatu dapat dipermasalahkan.
45

 Dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Dagang (KUHD) Pasal 40 ayat (2) dijelaskan bahwa, “Modal perseroan 

dibagi atas saham-saham atau sero-sero atas nama atau blangko. Para 

persero atau pemegang saham atau sero tidak bertanggung jawab lebih 

                                                       
44  BP Lawyers, “Perusahaan Induk Dinyatakan Pailit, Bagaimana Nasib Anak 

Perusahaannya?”, https://bplawyers.co.id/2022/09/01/perusahaan-induk-dinyatakan-pailit-

bagaimana-nasib-anak-perusahaannya/ diakses tanggal 10 April 2025, pkl 12.31 
45 KBBI, Pengertian Tanggung Jawab. 

https://bplawyers.co.id/2022/09/01/perusahaan-induk-dinyatakan-pailit-bagaimana-nasib-anak-perusahaannya/
https://bplawyers.co.id/2022/09/01/perusahaan-induk-dinyatakan-pailit-bagaimana-nasib-anak-perusahaannya/
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daripada jumlah penuh saham-saham itu.”. prinsip yang sama sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 3 ayat 1 UU PT bahwa pemegang saham bertanggung 

jawab hanya sebatas saham yang dimilikinya dan tidak bertanggung jawab 

secara pribadi atas segala perikatan yang dibuat atas nama perseroan. UU PT 

hanya menegaskan terkait beberapa pengecualian terhadap asas perseroan 

terbatas terhadap badan hukum yang bersangkutan, termasuk dalam hal 

mengakuisisi induk perusahaan sebagai pemegang saham untuk bertanggung 

jawab atas kerugian anak perusahaan. 

Dalam sebuab perusahaan grup, setiap anak perusahaan maupun induk 

perusahaan berdiri sendiri, sebagaimana di jelaskan dalam UU PT bahwa 

pertanggung jawaban perseroan hanya sebatas kepemilikan sahamnya saja, 

namun dimungkinkan adanya keadaan dimana baik anak perusahaan maupun 

induknya dapat memiliki tanggung jawab diluar kepemilikan saham miliknya, 

hal tersebut terjadi ketika adanya pihak ketiga yang terlibat diantara 

keduanya.
46

 Adapun bentuk keterlibatan pihak ketiga adalah sebagai berikut: 

1. Pertanggung jawaban induk perusahaan karena adanya kontrak kebendaan. 

Sebuah perusahaan induk dapat mengadakan perjanjian materiil yang 

berkaitan dengan anak perusahaan. Oleh karenanya, induk perusahaan 

memiliki batas tertentu dalam memikul tanggung jawab hukum atas 

perbuatan anak perusahaannya. Hal ini dapat terjadi dalam keadaan 

dimana aset perusahaan induk juga berfungsi sebagai jaminan atas utang 

anak perusahaannya. 

                                                       
46Nanda Ayu Cahyadi, dkk, 2023,”Pertanggung Jawaban Holdiung Comopany Terhadap 

Anak Perusahaan.”, Jurnal Hukum dan Sosial Politik, Vol. 1, No. 2, hlm. 75. 
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2. Pertanggung jawaban induk perusahaan karena adanya kontrak personal. 

Perusahaan induk dapat melakukan hal pribadi dalam hal untuk 

menghalihkan tanggung jawab hukum dalam lingkup tanggung jawab atas 

anak perusahaannya, sehingga pengelolaan bisnis anak perusahaan juga 

dapat dilakukan oleh induk perusahaan. 

3. Pertanggung jawaban induk perusahaan terhadap perikatan anak 

perusahaan. 

Hal ini terjadi dalam hal adanya hubungan dengan pihak ketiga, 

sebagaimana halnya sebuah perusahaan melakukan pinjaman dengan bank 

maupun melakukan transaksi lainnya dengan pihak lain. Bilamana 

transaksi itu berjalan dengan lancar maka tidak akan terjadi masalah, 

namun apabila terjadi kelalaian maka pihak ketiga akan mencari 

pertanggung jawaban baik dari pihak perusahaan maupun pihak yang 

berhubungan dengan perusahaan tersebut. 

 

D. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan Dalam Perspektif Islam 

1. Pengertian Akad dalam Islam 

Dalam Islam istilah perjanjian lebih dikenal dengan akad namun 

istilah akad tidak hanya sebatas dengan perjanjian saja, tetapi mencakup 

pada seluruh ikatan atau penggabungan antara dua hal. Dalam hal ini, bila 

disimpulkan dari beberapa pendapat ahli fiqih, makna akad dapat 

dibedakan menjadi makna umum dan makna khusus. 

Akad adalah seluruh komitmen atau perikatan yang dilakukan 

manusia dan menimbulkan hukum syari‟. Adapun pengertian tersebut 
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mencakup semua jenis komitmen baik yang berasal dari dua belah pihak 

atau lebih seperti, akad jual-beli, akad sewa menyewa, akad nikah, akad 

wadiah dan lain sebagainya; maupun akad yang berasal dari satu pihak 

saja seperti akad sumpah, nazar, talak, khuluk, shadaqoh, dan lain 

sebagainya, termasuk didalamnya adalah komitmen pribadi dalam 

melakukan semua perintah yang diwajibkan agama dan menjauhi seluruh 

hal yang dilarang oleh agama.
47

 Hal inilah yang menurut para ahli tafsir 

sebagai maksud dari firman Allah ta‟ala dalam Surat Al-Maidah ayat 1: 

 

 

فُٕا ببِنْعُقُٕدِ  ْٔ ٍَ آيَُُٕا أَ بَ انَّرٌِ  ٌبَ أٌَُّٓ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.
48

 

 

Ibnul „Arabi rahimahullah menyatakan, “ikatan transaksi (akad) 

terkadang berhubungan dengan Allah, terkadang dengan manusia dan 

terkadang dengan lisan serta terkadang dengan perbuatan. Kemudian 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa komitmen undul 

membebaskan budak, akad wala‟, ketaatan, nadzar dan sumpah dalam 

kategori akad. Bahkan menurut pendapat beliau As-Sulhu (انصهخ) atau 

perdamaian yang terjadi antar kaum muslimin dan orang-orang kafir 

sebagai akad. 

                                                       
47  Kholis Syamhudi, “Akad dan Rukunnya dalam Pandangan Islam” 

https://almanhaj.or.id/14361-akad-dan-rukunnya-dalam-pandangan-islam-2.html#_ftn2 diakses 

tanggal  29 April 2025, pkl 12.24 
48 Qs. Al-Maidah ayat 1 

https://almanhaj.or.id/14361-akad-dan-rukunnya-dalam-pandangan-islam-2.html#_ftn2
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Pengertian akad secara umum ini biasa digunakan para ahli fiqih 

dalam menjelaskan terkait hukum-hukum umum yang melekat pada suatu 

akad tertentu. 

Kemudian dalam makna khusus, para ulama mendefinisikan 

dengan definisi yang beragam tapi dengan makna yang serupa, yakni 

sebagai berikut : 

عٍ  ْٔ ٍّ يَشْسُ جْ َٔ ب عَهىَ  ًَ وُ يَقبَيَُٓ ْٕ ْٔ يَب ٌقَُ لٍ أَ ْٕ ٌْجَبةِ بقِبَُ  زَبْظُ إِ

Artinya :“(akad ialah) transaksi yang dilakukan dengan îjâb dan qabûl  

atau yang menandakan akan keduanya yang dilakukan sesuai 

dengan syari‟at”.
49

 

 

Definisi akad secara makna khusus ini digunakan sebagai definisi 

akad dalam fiqih muamalah Maliyah (muamalah terkait harta). 

 Dalam pelaksanaanya seseorang yang hendak melakukan suatu 

akad tertentu wajib untuk memenuhi rukun-rukun sebuah akad, agar akad 

tersebut dapat dinyakan sah dan berkekuatan hukum. Adapun rukun-

rukun akad yang akan dibahas adalah akad atau transaksi yang dalam 

makna khusus, yaitu 

a.  Adanya Dua Pihak yang Melakukan Akad 

Yaitu dalam suatu akan terdapat dua orang atau lebih yang 

terlibat di dalamnya dan pelaku akad tersebut harus memenuhi syarat  

agar traksaksi yang dilakukan dianggap sah. 

Syarat-syarat tersebut adalah : 

                                                       
49 Ibid. diakses tanggal 1 Mei 2025, pkl 09.02 
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1) Raasyid, yaitu orang yang sudah dapat membedakan mana yang 

baik dan buruh untuk dirinya sendiri, hal ini ditandai dengan 

dianggapnya seseorang telah Akil Baligh. 

2) Sukarela, dan tanpa adanya paksaan, karena apabila sebuah akad 

dilakukan atas dasar keterpaksaan maka dianggap tidak sah. 

3) Tidak adanya Khiyar (opsi/hak pilih) 

b. Al-Ma‟qud „alaih (Objek Akad) 

Objek akad tidak harus berupa barang, tapi juga dapat berupa 

manfaat atau jasa, dan dapat juga sebagai harta benda. Misalnya, 

barang yang disewakan dalam akad isti‟jar/ sewa menyewa dan 

barang yang dijual belikan dalam akad jual beli. Objek dalam sebuah 

akad juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dikatakan sah 

sebagai sebuah objek, Adapun syarat tersebut : 

1.   Dapat di transaksikan sesuai dengan syariat. Syarat ini ialah 

syarat yang disepakati oleh jumhur ulama fikih. Ibnu Rusydi 

rahimahullah mengatakan, “ Jika objek akad adalah barang, maka 

syaratnya adalah halal/boleh untuk diperjualbelikan. Adapun 

objek dari akad itu adalah sebuah manfaat atau jasa, maka 

syaratnya adalah tidak melanggar syariat.”.
50

 Para ulama fiqh 

telah bersepakat atas beberapa bentuk transaksi yang berkaitan 

dengan transaksi bisnis/ Mu‟awadhah, yaitu : 

a) Jika objeknya adalah manusia merdeka, bukan budak. 

                                                       
50 Ibid, diakses tanggal 2 Mei 2025, pkl 14.56 
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b) Jika objeknya adalah sesuatu yang najis, atau segala yang 

dapat menjadi najis dan tidak dapat dibersihkan. 

c) Jika objeknya adalah barang yang tidak ada manfaatnya 

1) Objek akad itu ada ketika berlangsungnya akad 

2) Objek transaksi dapat di serahterima kan 

3) jika objek akad adalah barang yang diperjualbelikan 

secara langsung, maka transaktor harus melihat wujud 

barang tersebut, dan apabila barang tidak ada maka wajib 

diketahui ukuran, jenis, dan kriterianya. 

c. Shighat Akad (Kalimat Transaksi) 

Kalimat transaksi yang dimaksud adalah ungkapan atau 

perkataan yang di ucapkan ketika berlangsungnya suatu akad, 

sekaligus menandakan keridhoan akan berjalannya akad. Jumhur 

ulama membahasakan shighat akad dengan ijab dan qobul. Menurut 

jumhur ulama ijab adalah pernyataan penyerahan, dan qobul adalah 

pernyataan penerimaan. Bila di artikan maka menurut jumhur ulama 

ijab adalah suatu pernyataan penyerahaan dari pemilik barang 

pertama, baik itu penjual, wali calon isteri, pemilik barang sewaan, 

dan lain sebagainya. Sedangkan qobul adalah suatu pernyataan 

penerimaan dari orang yang akan menerima suatu hal yang 

diserahkan atau diberikan oleh pihak yang akan menjadi pemilik 

kedua, baik itu seorang pembeli, penerima barang sewaan (penyewa), 

calon suami, dan lain sebagainya. 
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Dalam muamalatu An-Nas, umunya ketika seorang 

menghendaki sesuatu maka dia akan merangkai sebuah kalimat dan 

menyampaikan hajatnya. Namun sebuah kalimat yang diucapkan 

tidak selalu menjadi perantara dari sebuah keinginan atau hajat 

seorang manusia, tetapi hal tersebut dapat diwakilkan dengan isyarat, 

tulisan, dan lain sebagainya. Oleh karenanya shighat akad dibagi 

menjadi 2 cara; 

1)   Shighat Qouliyah atau ungkapan lisan. Jenis shighat inilah yang 

disebut sebagai ijab dan qabul. Dalam praktiknya, ijab qabul juga 

dapat dilakukan dengan tulisan, yaitu apabila seseorang 

menitipkan pesan kepada pihak kedua, kemudian orang itu pergi 

dengan membawa faktur penjualan lalu pihak kedua menerima di 

majlis akad maka jual beli itu sah.
51

 

2)  Shighat Fi‟liyah atau akad dengan perbuatan dan tanpa ungkapan. 

Dalamn praktiknya shighat fi‟liyah ini sering terjadi di took-toko 

swalayan atau supermarket besar, yang mana seornag pembeli 

membeli suatu barang dengan harga yang sudah jelas lalu 

melakukan pembayaran baik secara cash maupun cashless. 

2. Pengertian Utang Piutang dalam Islam 

Dalam Islam utang piutang disebut dengan انقسض/Al-Qard atau 

sering juga disebut sebagai ٌٍاند/Ad-Dain. Qard secara bahasa artinya 

memotong, diistilahkan demikian karena seorang muqrid atau yang 

                                                       
51 Ibid, diakses 4 Mei 2025, pkl 23.26 
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memberikan pinjaman akan memotong sebagian hartanya untuk diberikan 

kepada muqtarid atau orang yang meminjam. Kemudian secara istilah 

qard adalah memberikan harta kepada orang yang bisa mengambil 

manfaat dari harta tersebut dan orang tersebut mengembalikan harta 

tersebut sebagai Ganti.
52

 Allah berfirman dalam Al-Qur‟an surat Al-

Baqoroh ayat 282: 

  ُِ ْٕ ُ ى فبَكْتبُ ًًّّ عَ ى اجََمٍ يُّ
ٍٍ انِٰٰٓ ٌْ ُْتىُْ بدَِ ا اذَِا تدََاٌَ ْٰٕٓ ٍَ اٰيَُُ ٌْ بَ انَّرِ ٰٓبٌَُّٓ ٌٰ  

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang 

piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

mencatatnya”.
53

 

 

Ini adalah ayat umum yang mana menjelaskan bahwa segala macam 

bentuk utang piutang adalah mubah atau boleh. 

 Dalam pelaksanaannya, qard haruslah memenuhi syarat dan rukun 

yang telah di tetapkan oleh syariat, 

a) Syarat qard 

1) Besarnya pinjaman harus diketahui dengan taaran maupun 

timbangan. 

2) Sifat pinjaman dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk 

hewan 

3) Pinjaman harus diberikan oleh orang yang memiliki harta, 

sehingga tidak sah apabila pinjaman qard diberikan oleh orang 

yang tidak mempunyai sesuatu untuk dipinjamkan atau dari orang 

yang kurang akalnya. 

                                                       
52 Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, 2013, mulkhas fiqh panduan fiqih lengkap, Pustaka ibnu 

katsir, Jakarta. 
53 Qs. Al-Baqarah ayat 282 
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b) Rukun qard 

1)   Al-„Aqidain, yaitu adanya Muqrid dan Muqtarid. Muqrid ialah 

seorang yang memiliki barang atau harta, sedangkan muqtarid 

adalah seorang yang mendapatkan barang atau pinjaman dari 

muqrid. Baik muqrid maupun muqtarid haruslah seorang yang 

telah dibolehkan melakukan tasarruf, sehingga tidak sah suatu 

qard apabila dilakukan oleh anak kecil/yang belum cakap dan 

tidak sah pula suatu qard apabila dilakukan oleh orang yang 

hilang akal. 

2)  Ijab qabul, tidak sah suatu qard apabila tidak dilakukan ijab dan 

qabul didalamnuya, karena dalam qard adalahg suatu akad 

kepemilikan atas harta sebagaimana akad jual beli maupun akad 

hibah. Adapun shighat qard dapat dilakukan dengan lafal qard 

atau utang atau pinjam atau dengan lafal yang memiliki arti 

kepemilikan. 

3) Ma‟qud „alaih yaitu objek qard, mayoritas ulama‟ yang terdiri dari 

malikiyah, syafi‟iyah, dan hanabillah sepakat bahwa objek dari 

akad qard ialah semua barang halal yang dapat diperjual belikan.
54

 

 

Dalam praktik qard, terdapat satu kaidah penting yang mana 

apabila kaidah ini dilanggar, maka suatu akad akan mengandung riba 

di dalamnya. Yang mana dikatakan. 

                                                       
54 Ahmad Hendra Rofi‟ullah, 2021, Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad dan Praktik 

Qard (Hutang Piutang), Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah, Vol 3 No.2. hlm 42 
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 كم قسض جس فٍّ َفعبًّ فٕٓ زبب

Syaikh bin Baz rahimahullah mengatakan bahwa maksud dari 

kaidah ini adalah seluruh utang piutang yang mana terdapat manfaat 

atau kelebihan didalamnya maka hal tersebut dilarang secara Ijma‟ 

ulama. Misalnya A meminjam 10 juta rupiah dari B, kemudian 

mengembalikan pinjamannya kepada B sebesar 11 juta rupiah atau A 

meminjam uang 10 juta rupiah dari B kemudian B meminjam motor A 

untuk pergi bekerja.  

Kedua permisalan diatas jelas adanya menfaat atau tambahan yang 

didapat B selain dari uang yang akan dikembalikan oleh A. pada 

permisalan pertama B mendapatkan tambahan 1 juta rupiah, dan pada 

permisalan kedua B mendapatkan tambahan berupa manfaat dari 

motor yang dipinjamkan oleh A, keduanya merupakan riba dan 

diharamkan Allah, sebagaimana dalam firmannya pada surat Al-

Baqarah ayat 275 

أدََمَّ  ُ ٱَٔ ٍْعَ ٱ للهَّ وَ  نْبَ دَسَّ ا  ٱَٔ ٰٕ بَ نسِّ  

“ … dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 

…” 

3. Kepailitan dalam Perspektif Islam 

Kepailitan tidak hanya dikenal oleh hukum barat saja, tapi hukum 

Islam juga mengatur tentang kepailitan. Ilmu tentang kepailitan dalam 

Islam dikenal dengan Hukum Kepailitan Islam. 
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Dalam Islam kepailitan disebut dengan Iflas/الإفلاض , Al-Iflas secara 

bahasa berasal dari kata Aflasa – yuflisu ( ٌفهطُِ -أفهط  ) yang berarti tidak 

memiliki harta/bangkrut, sehingga apabila dikatakan Aflasa ar-rajulu ( 

 maka itu berarti seorang menjadi tidak memiliki harta setelah ( أفهط انسجم

sebelumnya dia memiliki dirham-dirham.
55

 Kemudian menurut Dr. Essam 

Khalaf Al-Enezi seorang sarjana syariah dan pakar dalam keuangan Islam 

Al Iflas secara istilah adalah  

 ْٕ انري لا يبل نّ ٔ لا يب ٌدفع بّ دبجتّ 

Artinya :“Keadaan seseorang yang tidak memiliki harta dan tidak 

memiliki apapun  guna memenuhi kebutuhannya.” 

 

Rasulullah -shalallahu‟alaihi wasallam mendefinisikan muflis/ orang 

yang dalam keadaan iflas dalam hadist nya yang di riwayatkan Abu 

Huraira -radhiyaAllahu‟anhu beliau bersabda 

ٌَّ زظٕل اللهِ صهى  ؟ قبنٕا انًفهط فٍُب يٍ لا دزْى  أتدزٌٔ يٍ انًفهطاللهُ عهٍّ ٔظهى قبل : أ

ٌَّ انًفهط يٍ أيتً, يٍ ٌأتً ٌٕو انقٍبيت بصلاة  ٔصٍبو  ٔشكبة, ٌٔأتً   نّ ٔلا يتبع, فقبل : إ

ٔقد شتى ْرا, ٔقرف ْرا, ٔأكم يبل ْرا, ٔظفك دو ْرا, ٔضسة ْرا, فٍعطى ْرا يٍ دعُبتّ, 

 قبم أٌ ٌقضً يب عهٍّ أخُِرَ يٍ خطبٌبْى فطسُِدَت عهٍّ ثى طسح فً انُبزفإٌ فٍُت دعُبتّ 

Artinya :“Tahukah kamu siapakah orang bangkrut itu?” Para Sahabat 

Radhiyallahu anhum menjawab, “Orang bangkrut menurut 

kami adalah orang yang tidak punya uang dan barang.” Beliau 

Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya orang 

bangkrut di kalangan umatku, (yaitu) orang yang datang pada 

hari kiamat dengan membawa (pahala amalan) shalat, puasa 

dan zakat. Tetapi dia juga mencaci maki si ini, menuduh si itu, 

memakan harta orang ini, menumpahkan darah orang ini, dan 

memukul orang ini. Maka orang ini diberi sebagian kebaikan-

                                                       
55 Winanto, 2020, HUKUM KEPAILITAN INDONESIA, Pada kegiatan Student Camp di 

Fakultas Syariah dan Perundang-Undangan Universitas Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam, tidak 

diterbitkan.  
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kebaikannya, dan orang ini diberi sebagian kebaikan-

kebaikannya. Jika kebaikan-kebaikannya telah habis sebelum 

diselesaikan kewajibannya, kesalahan-kesalahan mereka 

diambil lalu ditimpakan padanya, kemudian dia dilemparkan di 

dalam neraka”. 
56

 

 

At-Taflis (Penetapan Pailit) adalah keputusan hakim yang melarang 

seorang untuk bertindak hukum atas hartanya, larangan itu ada karena dia 

terlinat dalam utang yang meliputi atau bahkan sejumlah seluruh 

hartanya. Orang tersebut yaitu pihak yang menerima pinjaman disebut 

debitor. Misalnya Ketika debitor mempunyai utang modal bisnis kepada 

kreditur, dan setelah melaksanakan usahanya, debitor justru mengalami 

kerugian sehingga uang modal habis, dengan keadaan demikian, kreditur 

dapat meminta Majelis Hakim agar debitor dinyatakan pailit, sehingga 

debitor tdak dapat berbuat hukum terhadap sisa hartanya. 

Selanjutnya kepailitan dalam Islam harus memenuhi 2 syarat, yaitu 

adanya unsur bisnis atau perdagangan dan kedua adalah ketidakmampuan 

seorang debitor untuk melunasi kewajiban utangnya yang telah jatuh 

tempo. Ketidakmampuan seorang debitor dalam melunasi utang-utangnya 

menjadi syarat komulatif setelah adanya unsur perdagangan maupun 

bisnis yang mana suatu syarat ini harus dipenuhi seorang untuk 

mengajukan permohonan pailit. 

                                                       
56 HR. Muslim Nomor 2581 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga pada Pada Pengadilan 

Negeri Semarang memutus Pailit PT Sri Rejeki Isman dalam putusan 

Nomor 2/Pdt.Sus-Humologasi/2024/PN Niaga.Smg jo. Nomor 12/Pdt.Sus-

PKPU/2021/PN Niaga. Smg. 

Sebelum penulis menjelaskan terkait pertimbangan hukum atas 

pailitnya PT Sritex, maka penusia akan terlebih dahulu memberikan gambaran 

umum terkait latar belakang kepailitan yang terjadi pada PT Sritex. Sehingga 

dalam sub bab point A ini penulis akan membaginya menjadi 2 point; 

1. Latar belakang Kepailitan yang terjadi pada PT Sri Rejeki Isman. 

2. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri 

Semarang memutus Pailit PT Sri Rejeki Isman dalam Putusan Nomor 

2/Pdt.Sus-Humologasi/2024/PN Niaga.Smg jo. Nomor 12/Pdt.Sus-

PKPU/2021/PN Niaga. Smg. 

 

Penulis melakukan penelitian ini pada 2 (dua) tempat yaitu, di 

Pengadilan Negeri Semarang dengan narasumber Y.M Hakim Muhammad 

Johan Arifin, S.H. dan Y.M Hakim Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H. 

dan pada Kantor Hukum D.Djunaedi, S.H. & Rekan dengan narasumber 

Dr.HD.Djunaedi, S.H., Sp. N. 

 

 



56 

 

 

1. Latar Belakang Kepailitan PT Sri Rejeki Isman 

PT Sritex adalah perusahaan yang bergerak pada bidang tekstil dan 

garmen dan menjadi salah satu yang terbesar di indonesia. Pada mulanya 

sebelum menjadi perusahaan besar Sritex adalah usaha kain kecil yang 

didirikan oleh H.M. Lukminto pada tahun 1996 di Pasar Klewer Solo 

sebagai pedagang kecil dengan dengan nama UD Sri Redjeki.
57

 Dua tahun 

setelahnya UD Sri Redjeki mendirikan pabrik cetaknya sendiri di 

Joyosuran, Solo untuk memproduksi kain mentah dan putihan yang 

kemudian pada Tahun 1978 UD Sri Redjeki secara resmi berbentuk 

Perseroan Terbatas (PT) sehingga perusahaan ini mengubah nama nya 

menjadi PT Sri Rejeki Isman dan mulai berkembang di industri tekstil 

Indonesia hingga saat ini. Keberhasilan yang signifikan dari perusahaan ini 

diraih pada tahun 1994 yang kala itu PT Sritex mendapat kepercayaan dari 

NATO (North Atlantic Treaty Organization) dan Angkatan Bersenjata 

Jerman untuk membuat seragam militer. Sejak pendiriannya PT Sritex 

setidaknya pernah menjadi produsen seragam militer untuk 35 Negara, 

yang antara lain jerman, Inggris, Malaysia, Australia, Timor Leste, UEA, 

Kuwait, Brunei, Singapura, US, Papua Nugini, New Zealand, Tunisia, 

hingga Turki. Selain itu PT Sritex juga menerima pesanan dari merek-

merek terkenal dari berbagai negara seperti H&M dan Guess. 

                                                       
57 Sakina Rakhma Diah Setiawan, “Mengenal Sritex, Raksasa Tekstik yang Pailit hingga 

PHK Ribuan Karyawan”, https://money.kompas.com/read/2025/02/28/180900326/mengenal-

sritex-raksasa-tekstil-yang-pailit-hingga-phk-ribuan-karyawan diakses tanggal 26 Juni 2025, pkl. 

15.00 WIB.  

https://money.kompas.com/read/2025/02/28/180900326/mengenal-sritex-raksasa-tekstil-yang-pailit-hingga-phk-ribuan-karyawan
https://money.kompas.com/read/2025/02/28/180900326/mengenal-sritex-raksasa-tekstil-yang-pailit-hingga-phk-ribuan-karyawan
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Selama 58 tahun berdirinya PT Sritex, perusahaan ini beberapa kali 

diterpa oleh gejolak. Gejolak pertama kalinya pada perusahaan ini adalah 

pada masa krisis moneter tahun 1998, yang mana hal ini sempat 

mengguncang PT Sritex namun perusahaan ini dapat menyelamatkan 

dirinya dan bahkan lebih berkembang dan dapat tumbuk berkali lipat pada 

tahun 2001. Sampai di kala pandemi Covid 19, PT Sritex berjuang sangat 

hebat, namun kondisi ini menjadikan PT Sritex ada pada keadaannya pada 

saat ini. Hal tersebut tercermin pada Tahun 2019 dimana pada laporan 

keuangan PT Sritex tertera angka penjualannya mencapai US$ 1,3 Miliar, 

dengan angka ini PT Sritex membukukan laba bersih mencapai US$ 85,32 

juta atau sekitar Rp. 1,2 T yang mana angka tersebut didapat dari hasil 

penjualan masker dan alat pelindung diri.
58

 

Angka yang didapatkan PT Sritex pada tahun 2019 ternyata tidak 

sebagaimana pada tahun 2020, karena pada tahun ini angka penjualan PT 

Sritex anjlok menjadi US$ 847,5 juta. Disisi lain beban perusahan ini akan 

pokok penjualan naik dari US$ 1,05 Miliar menjadi US$ 1,22 Miliar. Hal 

ini menjadikan PT Sritex mengalmi kerugian untuk pertama kalinya sejak 

masuk dalam pasar modal. Kemudian pada tahun 2021 PT Sritex 

membukukan rugi bersih sebesar Rp.15,4 Triliun, niai kerugian ini sempat 

menurun di awal tahun 2024 hingga menjadi 421 Miliar namun nilai 

kewajiban PT Sritex membengkak dari Rp. 13,43 Triliun menjadi Rp. 26,2 

Triliun. 

                                                       
58 Hendrik Khoirul Muhid,”Kisah PT Sritex yang Pailit Dililit Utang Setelah 58 Tahun 

Berjaya”.https://www.tempo.co/ekonomi/kisah-pt-sritex-yang-pailit-dililit-utang-setelah-58-tahun-

berjaya-1214544 diakses tanggal 26 Juni 2025, pkl. 16.30 WIB. 

https://www.tempo.co/ekonomi/kisah-pt-sritex-yang-pailit-dililit-utang-setelah-58-tahun-berjaya-1214544
https://www.tempo.co/ekonomi/kisah-pt-sritex-yang-pailit-dililit-utang-setelah-58-tahun-berjaya-1214544
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Kasus kepailitan yang dialami oleh PT Sritex bermula ketika 

perusahaan tersebut digugat oleh salah satu debiturnya yaitu CV Prima 

Karya pada Januari 2022. Kala itu CV Prima Karya menggugat PKPU PT 

Sritex karena adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh PT Sritex.
59

 

Diketahui total utang yang dimiliki oleh PT Sritex adalah sebesar Rp. 26,2 

Triliun yang terdiri dari Rp. 716,7 Miliar dari kreditur separatis dan Rp. 

25,3 Triliun milik kreditur konkuren. Dalam perkara ini PT Sritex berhasil 

selamat dari kebangkrutan setelah adanya kesepakatanm damai oleh 

seluruh kreditur separatis. 

Gugatan Kembali dilayangkan kepada PT Sritex pada Agustus 

2024 oleh PT Indo Bharat Rayon, yang mana PT Sritex dianggap tidak 

memenuhi kewajiban pembayaran utang sebagaimana yang telah 

disepakati. Hal ini menjadikan Pengadilan Niaga Kota Semarang 

mengabulkan permohonan Pembatalan Perjanjian Homologasi antara PT 

Sritex dengan para krediturnya. 

2. Duduk Perkara 

Pada poin ini penulis akan menyederhanakan duduk perkara kasus 

kepailitan PT Sritex sebagaimana pada putusan nomor 12/Pdt.Sus-

PKPU/2021/PN Niaga. Smg. dan putusan nomor 2/Pdt.Sus-

Humologasi/2024/PN Niaga.Smg. agar mudah dipahami dan dipelajari. 

a. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga. Smg. tentang 

duduk perkara sebagai berikut 
1
; 

                                                       
59 Ibid 
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1) Bahwa telah terjadi hubungan hukum antara CV Prima Karya 

(yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon PKPU) (Kreditor) 

dengan PT Sritex (Termohon PKPU I), dimana Termohon PKPU I 

telah menunjuk pemohon PKPU untuk melakukan pekerjaan 

borongan renovasi atap Gedung di sukoharjo berdasarkan Surat 

Perjanjian No. 001/SP/I/2020 tanggal 15 Desember 2020 (SPK). 

Dengan harga borongan atas renovasi tersebut sejumlah 

Rp.5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) yang 

mana Termohon PKPU I harus melakukan pembayaran dalam 2 

(dua) termin pembayaran, yaitu : 

a) Termin 1 apabila pekerjaan telah selesai 50% dengan total 

pembayaran sebesar Rp.2.750.000.000,00 ( dua miliar tujuh 

ratus lima puluh juts rupiah); dan 

b) Termin 2 apabila pekerjaan telah selesai 100% dengan total 

pembayaran sebesar Rp.2.750.000.000,00 ( dua miliar tujuh 

ratus lima puluh juts rupiah); 

2) Bahwa hingga pekerjaan renovasi yang dilakukan oleh pemohon 

PKPU telah mencapai 100% yang dibuktikan dengan Berita Acara 

Progres I tanggal 8 januari 2021 dan Berita Acara Progres II 

tanggal 15 Januari 2021 maka sudah sepatutnya bagi pemohon 

PKPU untuk mendapatkan bayaran sesuai dengan kesepakatan 

dalam Surat Perjanjian Kerja yang telah disepakati oleh kedua 

belah pihak. Dimana pemenuhan atas pembayaran harga borongan 
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seharusnya telah dibayarkan pada tanggal 15 Januari 2021 

(Tanggal Jatuh Tempo). Namun hingga Tanggal Jatuh Tempo 

sudah lewat, tidak ada pembayaran/ pelunasan kewajiban 

Termohon PKPU I terhadap Pemohon PKPU baik sebagian 

maupun seluruhnya. Kemudian Termohon PKPU I meminta 

kelonggaran waktu pembayaran kepada pemohon PKPU dengan 

ditandatanganinya Perjanjian kesanggupan pembayaran tanggal 28 

Januari 2021 (yang selanjutnya disebut Perjanjian Kesanggupan) 

yang mana dalam perjanjian tersebut Termohon PKPU I harus 

sudah melunasi pembayaran sebesar Rp.5.500.000.000,00 (lima 

miliar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 1 maret 2021. 

3) Bahwa merupakan fakta notoir , walaupun Termohon PKPU I telah 

diberikan kelonggaran dalam pembayaran kewajibannya, namun 

sampai lewatnya tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Termohon 

PKPU I tidak sekalipun membayar, mencicil, mengangsur, 

dan/atau melunasi tagihan, baik sebagian maupun seluruhnya 

kepada pemohon PKPU. Dengan fakta hukum yang ada ini 

pemohon PKPU yaitu CV Prima Karya berkeyakinan bahwa 

Termohon PKPU I yaitu PT Sritex terbukti secara sah telah lalai 

dan melakukan ingkar janji/ wanprestasi. Kemudian atas keyakinan 

tersebut pemohon PKPU mengirimkan surat somasi 1 pada tanggal 

3 maret 2021 dan surat somasi 2 pada tanggal 12 Maret 2021 yang 

ditujukan pada PT Sritex (juga ditujukan pada PT Sinar Pantja 
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Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya 

sebagai penjamin); 

4) Bahwa setelah di krimkannya surat somasi  oleh pemohon PKPU 

kepada Termohon PKPU I dan para penjaminnya, Termohon 

PKPU I tetap masih lalai dalam memenuhi kewajibannya kepada 

pemohon PKPU untuk melunasi utang kepada pemohon PKPU; 

5) Bahwa dalam perkara ini PT Sritex menyeret 3 anak 

perusahaannya yaitu: 

a) PT Sinar Pantja Djaja (Termohon PKPU II); 

b) PT Bitratex Industries (Termohon PKPU III); 

c) PT Primayudha Mandirijaya (Termohon PKPU IV). 

Selanjutnya Termohon PKPU I, II, III, IV secara bersama 

disebut Para Termohon PKPU 

Hal ini terjadi karena ke tiga anak perusahaan ini telah 

menandatangani Perjanjian-perjanjian Pemberian Jaminan 

(selanjutnya disebut perjanjian-perjanjian jaminan) Perusahaan 

tertanggal 28 Januari 2021 yang mana perjanjian tersebut 

merupakan perjanjian ikutan (accesoir) yang merupakan suatu 

kesatuan dengan Perjanjian Kesanggupan; 

6) Dalam perjanjian-perjanjian jaminan yang telah ditanda tangani 

oleh Termohon PKPU I dengan ketiga anak perusahaannya pada 

pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut; 
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a) Termohon PKPU II, III, dan IV telah mengikatkan diri untuk 

memberikan jaminan berupa corporate guarantee atau jaminan 

Perusahaan kepada CV Prima Karya selaku Pemohon PKPU. 

Sehinga dalam hal dimana PT Sritex tidak dapat melaksanakan 

kewajibannya atas pembayaran utang kepada pemohon PKPU 

berdasarkan perjanjian kesanggupan, maka perusahaan yang 

memberikan jaminannya kepada PT Sritex secara mutlak wajib 

memenuhi kewajiban PT Sritex yaitu dengan membayar 

seluruh utangnya berdasarkan perjanjian kesanggupan tersebut 

kepada pemohon PKPU. 

b) Termohon PKPU II, III, IV telah menyetujui hal-hal berikut: 

(1) Melepaskan setiap hak untuk meminta kepada PT Sritex 

agar harta bendanya disita dan digunakanm terlebih dahulu 

untuk melakukan pelunasan kewajiban pembayaran utang 

kepada Pemohon PKPU; 

(2) Melepaskan hak-hak yang membebaskan kewajiban 

penjaminan (Hak Istimewa) sebagaimana yang diatur dalam 

Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843, dan padal 1847 sampai 

dengan pasak 1850 Kitan Undang-undang Hukum Perdata 

(KUH Per); 

(3) Secara tanggung renteng bersama dengan PT Sritex dalam 

pemenuhan kewajibannya kepada Pemohon PKPU juga 

untuk melakukan pembayaran penuh atas kerugian 



63 

 

 

pemohon PKPU yang disebabkan karena kelalaian PT 

Sritex dalam melakukan pembayaran utang berdasarkan 

Perjanjian utang piutang; 

7) Uraian diatas menjelaskan terikatnya antara Termohon PKPU II, 

III, IV dengan Termohon PKPU I karena telah menjadi penjamin 

perusahaan dan memberikan jaminannya kepada kreditor 

Termohon PKPU I yaitu CV Prima Karya sebagai Pemohon 

PKPU. Sehingga berdasarkan Pasal 1820 KUHPerdata Para 

Termohon PKPU masing-masing bertanggung jawab untuk 

pembayaran utang yang telah jatuh tempo kepada Pemohon PKPU 

apabila Termohon PKPU I tidak dapat memenuhi kewajihannya; 

8) Dengan dilepasnya hak istimewa yang ada pada Para Termohon 

PKPU selaku penjamin, berdasarkan Pasal 1832 KUHPerdata 

Termohon PKPU II, III, IV tidak dapat menuntut agar seluruh aset 

milik Termohon PKPU I terjual habis terlebih dahulu sebelum 

Pemohon PKPU meminta pertanggung jawaban dari Termohon 

PKPU II, III, IV, artinya pemohon PKPU dapat memilih siapa 

yang akan dimintai pertanggung jawaban terkait pembayaran 

kewajibannya kepada Para Termohon PKPU, dimana mereka harus 

secara tanggung renteng atas seluruh utang Termohon PKPU I 

yang telah jatuh tempo kepada Pemohon PKPU; 

9) Sebagaimana telah disebutkan pada poit ke 3 (tiga) bahwa 

pemohon PKPU telah mengirimkan surat peringatan kepada 
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Termohon PKPU I, juga Para Termohon PKPU selaku penjamin 

dari Termohon PKPU I guna memberikan peringatan dan 

menyatakan bahwa mereka wanprestasi, kemudian untuk 

melakukan penagihan kepada 3 (tiga) perusahaan tersebut sebagai 

penjamin dari Termohon PKPU I agar segera membayar dan 

melunasi utang-utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. 

Namun sebagaimana kedudukan Para Termohon PKPU sebagai 

penjamin dari Termohon PKPU I tidak juga melunasi utang-utang 

yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sampai Pemohon PKPU 

mengajukan permohonannya; 

b. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga. Smg. tentang 

duduk perkara sebagai berikut; 

1) Bahwa pada 06 Mei 2021 Pengadilan Niaga telah menyatakan PT 

Sritex, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT 

Primayudha Mandirijaya (Para Termohon) telah berada pada status 

PKPU sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Nomor 12/Pdt.Sus-

PKPU/2021/PN.Niaga.Smg; 

2) Bahwa PT Indo Bharat Rayon (Pemohon) merupakan salah satu 

kreditor daripada Para Termohon yang mana telah mendaftarkan 

tagihannya kepada pengurus yang kemudian telah diverifikasi dan 

telah di cocokkan oleh para pengurus para termohon dengan 

catatan laporan dari para Termohon. Kemudian setelah 

dilakukannya verifikasi piutang Pemohon kepada Para Termohon  
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yang diakui senilai Rp. 127.969.059.783,00 (seratus dua puluh 

tujuh miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta lima puluh 

sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah); 

3) Bahwa telah dilakukan voting atas rencana perdamaian pada 

tanggal 17 Januari 2022 yang telah diajukan oleh Para Termohon 

dan kreditor-kreditor yang hadir telah memberikan suara dengan 

hasil sebagai berikut; 

a) 11 (sebelas) kreditor separatis mewakili keseluruhan tagihan 

sebesar Rp. 716.721.167.991 (tujuh ratus enam belas miliar 

tujuh ratus dua puluh satu juta seratus enam puluh tujuh ribu 

sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) mewakili 71.672 

(tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh dua) suara telah 

menyetujui Rencana Perdamaian Para Termohon; 

b) 75 (tujuh puluh lima) dari 100 (seratur) kreditor konkuren yang 

hadir mewakili tagihan senilai Rp. 12.175.355.112.748,00 (dua 

belas triliun seratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus lima 

puluh lima juta seratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh 

delapan rupiah) dengan jumlah suata yang telah menyutujui 

rencana perdamaian Para Termohon 1.217.521 (satu juta dua 

ratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh satu) dan Pemohon 

termasuk dari 75 (tujuh puluh lima) kreditor konkuren yang 

menyutujui rencana perdamaian yang diajukan Para Termohon. 
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4) Bahwa perjanjian perdamaian tanggal 21 januari 2025 yang 

diajukan oleh Para Termohon telah disetujui dan di sahkan dalam 

Putusan Homologasi tanggal 25 januari 2022 yang setelahnya pada 

tanggal 29 Agustus 2022 telah diumumkan oleh tim pengurus 

PKPU Para Pemohon (kreditor-kreditor) melalui koran harian 

nasional bisnis Indonesia dan Tribun Jateng; 

5) Bahwa berdasarkan skema tertera dalam putusan homologasi 

lampiran 10 halaman 81, maka pembayaran atas tagihan Pemohon 

yang diakui sebesar Rp. 127.969.059.783,00 (seratus dua puluh 

tujuh miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta lima puluh 

sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) wajib 

dilakukan oleh Para Termohon dengan nilai paling sedikit 

(minimum) USD 17,000, dibayarkan setiap bulannya selama 4 

(empat) tahun setelah tanggal efektif. Adapun tanggal efktif ialah 

merujuk pada Putusan Homologasi halaman 29 , tanggal efektif 

adalah tanggal pada saat Rencana Perdamaian ini secara penuh dan 

mengikat berdasarkan ketentuan hukum Indonesia. Karena Putusan 

Homologasi dan Pengakhiran PKPU Para Termohon oleh tim 

pengurus Para Pemohon telah diumumkan pada tanggal 29 Agustus 

2022, maka tanggal efektif berlakunya perjanjian terhitung sejak 

tanggal 29 Agustus 2022. Dimana keseluruhan syarat tersebut 

bersifat kumulatif. 
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6) Bahwa Para Termohon sempat melaksanakan pembayaran dan 

tunduk pada ketentuan sebagaimana tertera dalam Putusan 

Homologasi yang dibuktikan dengan adanya cicilan pembayaran 

sebesar Rp. 26.660.220.799,00 (dua puluh enam miliar enam ratus 

enam puluh juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus sembilan 

puluh sembilan rupiah) yang mana pem bayaran oleh Para 

Termohon dilakukan terakhir pada tanggal 26 Juni 2023 dan sejak 

bulan Juli 2023 Para Termohon berhenti melakukan pembayaran 

terhadap Pemohon; 

7) Bahwa Pemohon mengira terhentinya pembayaran dari Para 

Termohon kemungkinan hanya sementara karena adanya kesulitan 

likuiditas, namun hingga akhir bulan November tidak adanya lagi 

pembayaran yang dilakukan oleh Para Termohon kepada Pemohon. 

Pemohon telah mengingatkan para Termohon untuk segera 

melaksanakan kewajibannya terhadap tunggakan tersebut sesuai 

dengan yang telah di tetapkan dalam Putusan Homologasi melalui: 

a) Surat Nomor : 346/SRITEX-IBR/01/ACO/XII/2023 Tanggal 

11 Desember 2023 Perihal : Tindak Lanjut Pembayaran tagihan 

PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex 

Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya Berdasarkan 

Perjanjian Perdamaian Tanggal 21 Januari 2022 yang telah 

Dihomologasi Melalui Putusan Nomor : 12/Pdt.Sus-

PKPU/2021/PN.Niaga. Smg Tanggal 25 Januari 2022. 
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b) Surat Nomor : 345/SRITEX-IBR/01/ACO/XII/2023 Tanggal 

11 Desember 2023 Perihal : Tindak Lanjut Pembayaran tagihan 

PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex 

Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya Berdasarkan 

Perjanjian Perdamaian Tanggal 21 Januari 2022 yang telah 

Dihomologasi Melalui Putusan Nomor : 12/Pdt.Sus-

PKPU/2021/PN.Niaga. Smg Tanggal 25 Januari 2022. 

c) Surat Nomor : 344/SRITEX-IBR/01/ACO/XII/2023 Tanggal 

11 Desember 2023 Perihal : Tindak Lanjut Pembayaran tagihan 

PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex 

Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya Berdasarkan 

Perjanjian Perdamaian Tanggal 21 Januari 2022 yang telah 

Dihomologasi Melalui Putusan Nomor : 12/Pdt.Sus-

PKPU/2021/PN.Niaga. Smg Tanggal 25 Januari 2022. 

8) Bahwa para Termohon hanya memberikan tanggapannya sekali 

atas surat Pemohon melalui Surat Nomor : 080/IVES-

SRITEX/XII/2023 Tanggal 21 Desember 2023 Perihal : 

Tanggapan Atas Surat A&CO Law Office Ref : 344/SRITEX-

IBR/01/ACO/XII/2023 Tanggal 11 Desember 2023 yang 

menyatakan bahwa Pemohon tidak lagi memiliki hak tagih kepada 

Para Termohon; 

9) Bahwa pernyataan yang disampai oleh Para Termohon sangatlah 

bertentangan dengan apa yang diakui oleh Para Termohon itu 
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sendiri, mengingat bahwa Para Termohon sendiri yang mengakui 

tagihan Pemohon pada saat pencocokan piutang pada periode 

PKPU terlebih lagi tim pengurus Para Termohon telah 

mencocokkan tagihan yang diajukan oleh Pemohon dengan catatan 

dan laporan Para Termohon. Perlu diperhatikan bahwa selama 

periode pengajuan tagihan oleh Pemohon dalam PKPU, Para 

Termohon tidak pernah sekalipun membantah eksistensi tagihan di 

Putusan Homologasi; 

10) Bahwa dengan tidak adanya pembayaran sejak juli 2023, maka 

Para Termohon dengan ini memiliki kewajiban pembayaran utang 

yang telah jatuh tempo dan tergunggak kepada Pemohon sebesar 

Rp. 101.308.838.984,00 (seratus satu miliar tiga ratus delapan juta 

delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh 

empat rupiah); 

11) Bahwa Pemohon dan Para Termohon terikat oleh Putusan 

Homologasi sehingga wajib untuk melaksanakan ketentuan-

ketentuan sebagaimana yang tertera dan disebutkan dalam Putusan 

Homologasi; 

12) Bahwa pembayaran yang terbukti telah dilakukan Para Termohon 

kepada Pemohon hanya sebesar Rp. 26.660.220.799,00 (dua puluh 

enam miliar enam ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh ribu 

tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), sehingga didapati 

utang yang telah jatuh tempo milik Para Termohon sebesar Rp. 



70 

 

 

101.308.838.984,00 (seratus satu miliar tiga ratus delapan juta 

delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh 

empat rupiah). Dengan gagalnya Para Termohon untuk melakukan 

pembayaran meskipun telah ditegur berulang kali, maka keadaan 

wanprestasi Para Termohon telah terpenuhi; 

13) Bahwa berdasarkan Pasal 52 huruf k Putusan Homologasi telah 

jelas diuraikan mengenai wanprestasi bagi Para Termohon adalah 

sebagai berikut : 

“Peristiwa wanprestasi dengan tunduk kepada ketentuan Klausul 4 

ini, wanprestasi dari Rencana Perdamaian ini merupakan 

wanprestasi. Suatu peristiwa wanprestasi hanya dapat timbul 

berdasarkan Rencana Perdamaian ini sebagai akibat dari 

pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang 

dinyatakan dengan jelas pada Rencana perdamaian ini yang 

berlanjut dan tidak diperbaiki oleh seuatu Debitor dalam 60 hari 

kalender setelah menerima suatu pemebritahuan tertulis 

wanprestasi tersebut”. 

Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 52 huruf k 

Putusan Homologasi, wanprestasi Para termohon telah terpenuhi 

dan hal ini cukup membuktikan bahwa Para Termohon telah lalai 

dan melanggar isi Putusan Homologasi, sehingga berdasarkan 

ketentuan Pasal Pasal 291 jo. Pasal 170 jo. Pasal 171 UU KPKPU 

Pemohon memiliki hak untuk menuntut pembatalan perdamaian 
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yang telah disepakati dan putusan mengenai pembatalan 

perdamaian yang dibatalkan oleh majelis hakim juga harus 

menyatakan pailitnya debitor (Para Termohon). 

3. Dasar Pertimbangan Hakim 

Pada poin ini penulis akan menjelaskan terkait dasar pertimbangan 

hakim dalam Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga. Smg. dan 

putusan nomor 2/Pdt.Sus-Humologasi/2024/PN Niaga.Smg. mengenai 

kepailitan yang menimpa PT Sri Rejeki Isman Tbk ( PT Sritex) dan ketiga 

anak perusahaannya yaitu PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, 

dan PT Primayudha Mandirijaya. Adapun dalam pembahasan ini penulis 

akan menjelaskan dasar pertimbangan hakim atas PKPU dan Kepailitan 

yang terjadi pada PT Sri Rejeki Isman Tbk ( PT Sritex), PT Sinar Pantja 

Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya (Para 

Termohon PKPU) berdasarkan duduk perkara yang telah dijelaskan diatas. 

Berdasarkan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga. Smg. 

Majelis Hakim menimbang bahwa untuk mengabulkan permohonan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maka haruslah 

terpenuhi baik syarat formil maupun syarat materiil sebagaimana yang 

termuat dalam UUKPKPU adalah sebagai berikut : 

a. Permohonan PKPU ditandatangani Pemohon dan Advokatnya, 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 224 ayat (1) yang berbunyi, 

“Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus diajukan kepada 
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Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan 

ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya”
601

;  

b. Permohonan PKPU harus didaftarkan dan diputus oleh Pengadilan 

dengan wilayah hukum yang meliputi kedudukan hukum Termohon 

sebagaimana bunyi Pasal 224 ayat (1) jo. Pasal 3 ayat (1) yang 

berbunyi, “Putusan atas permohona pernyataan pailit dan hal-hal 

lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-undang ini, 

diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah 

temppat kedudukan hukum debitor” 
611

; 

c. Termohon tidak termasuk dalam kategori yang ditentukan oleh Pasal 

223 UUKPKPU yaitu Perusahaan Efek, bank, Bursa Efek, Lembaga 

Kriling dan Penjaminan, Dana Pensiun, Reasuransi, dan Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan publik. 

Sehingga dalam hal ini pengajuan PKPU hanya dapat dilakukan oleh 

pihak sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan 

ayat (5). 

d. Pemohon memiliki tagihan utang yang telah jatuh tempo dan dapat 

ditagih terhadap Termohon, akan tetapi tidak dibayar oleh Termohon, 

hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 222 ayat (3) yang 

berbunyi, “Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat 

melanjukan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat 

ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi Penundaan 

                                                       
60 Ibid. 
61 Ibid. 
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Kewajiban Pembayaran Utang, untuk memungkinkan Debitor 

mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran 

Sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya”
62

 
1
; 

e. Termohon memiliki utang pada lebih dari 1 (satu) kreditor 

sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) yang berbunyi, 

“Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor 

yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditora atau oleh Kreditor” 
631

; 

f. Pemohon dapat membuktikan adanya fakta atau keadaan yang terbukti 

secara sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) yang 

berbunyi, “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila 

terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa 

persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”
64

 
1
. 

 

Maka disini penulis akan menjelaskan satu persatu atas pertimbangan 

Majelis Hakim terkait fakta yang mendasari terpenuhinya seluruh syarat 

formil maupun materiil berdasarkan ketentuan UUKPKPU yang telah 

penulis sebutkan diatas; 

a. Permohonan PKPU ditandatangani Pemohon dan Advokatnya 

sebagaimana ketentuan Pasal 224 ayat (1) UU KPKPU; 

Permohonan diajukan oleh CV Prima Karya (Pemohon PKPU), 

yaitu sebuah Commanditaire Vennootschap (Perseroan Komenditer) 

                                                       
62 Ibid. 
63 Ibid. 
64 Ibid. 
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yang didirikan secara sah dan berdasarkan hukum yang berlaku di 

Indonesia dengan domisili di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, 

Indonesia, yang mana dalam hal ini diwakili oleh Djoko Pranoto, 

S.T., selaku Persero Pengurus dan bertindak atas dan untuk CV Prima 

Karya. CV Prima Karya telah memberikan kuasanya berdasarkan 

Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2021 kepada SAHAT M 

TAMBA, S.H., M.H., EVA RATNASARI, S.H., YONELFIA YELI, 

S.H., PINONDANG, S.H., yaitu para Advokat dan Penasihat Hukum 

pada kantor hukum SM TAMBA & ASSOCIATES yang terletak di 

Jl. KH. Abdullah Syafei No.7, Tebet, Lapangan Ros Casablanca, 

Jakarta Selatan -  12860, Indonesia. 

Dalam hal ini Majelis Hakim telah menelaah permohonan yang 

diajukan oleh Pemohon PKPU, yang mana permohonan tersebut telah 

ditandatangani oleh Pemohon dan Advokatnya, sehingga permohonan 

ini telah sah menurut hukun dan memenuhi syarat formil sesuai pada 

Pasal 224 ayat (1) UU KPKPU. 

b. Permohonan PKPU harus didaftarkan dan diputus oleh 

Pengadilan dengan wilayah hukum yang meliputi kedudukan 

hukum Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 224 ayat (1) jo. 

Pasal 3 UU KPKPU; 

Pengadilan yang dimaksudkan dalam Pasal ini adalah Pengadilan 

Niaga sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (7) 

UUKPKPU. Adapun kedudukan hukum para termohon yaitu : 
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1) PT SRI REJEKI ISMAN TBK (Termohon PKPU I), suatu 

Perseroan Terbatas Terbuka yang berdomisili di Kabupaten 

Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia; 

2) PT SINAR PANTJA JAJA (Termohon PKPU II), suatu Perseroan 

Terbatas yang berdomisili di Kota Semarang, Provinsi Jawa 

Tengah, Indonesia; 

3) PT BITRATEX INDUSTRIES (Termohon PKPU III), suatu 

Perseroan Terbatas yang berdomisili di Kota Semarang, Provinsi 

Jawa Tengah, Indonesia; 

4) PT PRIMAYUDHA MANDIRIJAYA (Termohon PKPU IV), 

suatu Perseroan Terbatas yang berdomisili di Kabupaten 

Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. 

 

Dari keterangan ke 4 (empat) perusahaan tersebut, Majelis 

Hakim menyatakan bahwa ke 4 (empat) perusahaan tersebut berada di 

wilayah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, 

sehingga Pengadilan Niaga Semarang berwenang untuk memeriksa 

dan mengadili perkara tersebut, sehingga ketentuan sebagaimana 

Pasal 224 ayat (1) UUKPKPU telah terpenuhi; 

c. Termohon tidak termasuk dalam kategori yang ditentukan oleh 

Pasal 223 UUKPKPU yaitu Perusahaan Efek, bank, Bursa Efek, 

Lembaga Kriling dan Penjaminan, Dana Pensiun, Reasuransi, 

dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang 

kepentingan publik. Sehingga dalam hal ini pengajuan PKPU 
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hanya dapat dilakukan oleh pihak sebagaimana termaktub dalam 

Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); 

Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Termohon PKPU 

berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon PKPU 

maupun Para Termohon PKPU, tidak termasuk dalam jenis Badan 

Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 UUKPKPU, 

sehingga poin c telah terpenuhi; 

d. Pemohon memiliki tagihan utang terhadap termohon yang telah 

jatuh tempo dan dapat ditagih, akan tetapi tidak dibayar oleh 

Termohon (Pasal 222 ayat (3)); 

Berdasarkan pada Pasal 222 ayat (3) ini Majelis Hakim 

menyatakan bahwa alasan mengapa Pemohon PKPU mengajukan 

permohonan PKPU adalah karena utang sebesar Rp. 5.500.000.000,00 

(lima miliar lima ratus juta rupiah) yang belum dibayarkan oleh Para 

Termohon. Utang tersebut seharusnya telah jatuh tempo dan dapat 

ditagih pada tanggal 15 Januari 2021, namun pada tanggal 28 Januari 

2021 sesuai dengan Surat Perjanjian Kesanggupan Pembayaran 

Pemohon PKPU memberikan kelonggaran selama 30 (tiga puluh) hari 

sehingga pada tanggal 1 Maret 2021 utang tersebut telah jatuh tempo 

dan dapat di tagih. Utang tersebut ada dari Surat Perjanjian 

No.001/SP/I/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang telah disepakati 

oleh Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU I yang mana Surat 

Perjanjian tersebut berisikan bahwa keduanya terikat dalam suatu 
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perjanjian untuk melakukan pekerjaan Borongan renovasi peninggian 

atap gedung. Dalam perjanjian ini Pemohon PKPU juga memiliki 

hubungan hukum dengan Termohon PKPU II, III,dan IV, dimana 

ketiganya mengikatkan diri untuk menjadi penjamin atas pelunasan 

utang Termohon PKPU I kepada Pemohon PKPU dengan 

memberikan jaminan berupa Corporate Guarantee (jaminan 

Perusahaan) dan telah mengesampingkan hak-hak istimewanya 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 

1843, dan Pasal 1847 sampai dengan 1850 KUHPerdata. Oleh karena 

itu apabila Termohon PKPU I wanprestasi maka Termohon PKPU II, 

III, IV, secara mutlak kewajiban atas utang Termohon PKPU I dan 

secara tanggung renteng bersama-sama dengan Termohon PKPU I 

berkewajiban untuk melunasi utang. 

Pemohon PKPU telah mengajukan somasi I & II pada tanggal 3 

& 12 Maret 2021 dan Somasi III & Terakhir pada tanggal 1 April 

2021 yang pada pokoknya berisikan permintaan agar Para Termohon 

PKPU dapat segera menyelesaikan pembayaran utangnya. Namun 

hingga surat Permohonan diajukan tidak adanya pelunasan maupun 

pembayaran yang dilakukan oleh Para Termohon PKPU kepada 

Pemohon PKPU. Hal ini menjadikan alasan bagi Pemohon PKPU 

beranggapan bahwa Para Termohon PKPU tidak lagi mampu untuk 

melalukan pembayaran atas utangnya yang jatuh tempo dan dapat 

ditagih. Hal ini sebagai mana disampaikan oleh Para Termohon 
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PKPU sendiri dalam  dalil-dalil jawabannya tertanggal 26 April 2021 

yang mana Para Termohon PKPU mengakui bahwa Pemohon PKPU 

adalah salah satu kreditornya. Dalam jawaban itu pula Para Termohon 

PKPU menyampaikan bahwa Termohon PKPU I dan II masih dalam 

keadaan menjalankan usahanya (going concern) sehingga baik 

Termohon PKPU I maupun Termohon PKPU II tetap berkomitmen 

dalam pembayaran seluruh kewajibannya kepada seluruh kreditornya 

tak terkecuali kepada Pemohon PKPU. 

Hal ini menandakan bahwa para Termohon memiliki ittikad baik 

dalam mencapai perdamaian guna menyelesaikan seluruh 

kewajibannya kepada para kreditor Para Termohon PKPU. Dengan 

demikian syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 222 ayat (3) telah 

terpenuhi 

e. Termohon memiliki utang pada lebih dari 1 (satu) kreditor 

sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1); 

Dalam pemenuhan Pasal ini, Majelis Hakim mempertimbangkan 

fakta-fakta berikut : 

1)   Termohon PKPU I memiliki utang kepada kreditor lain selain 

Pemohon PKPUyaitu: 

(a) PT Elzio Mobile, berdasarkan Surat Jalan Nomor 102356 dan 

tanda terima pengiriman Invoice Nomor 102356 tanggal 18 

November 2020 kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk sebesar Rp. 

3.467.489.892 (tiga miliar empat ratus enam puluh tujuh juta 
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empat ratus delapan pulu sembilan ribu delapan ratus 

sembilan puluh dua rupiah); 

(b) PT Nutek Kawan Mas, berdasarkan tanda terima Delivery 

Order No. NU/2020/DO-SPG/599 tanggal 14 Januari 2021 

dan tanda terima atas invoice No.SI/NKM/20/XII/SPG/612 

tanggal 14 Januari 2021 senilai Rp. 9.181.848.800 (sembilan 

miliar seratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat 

puluh delapan ribu delapan ratus Rupiah); 

 

Dengan ini dapat dibuktikan bahwa Termohon PKPU I 

memiliki utang pada lebih dari 1 (satu) kreditor, sehingga Pasal 

222 ayat (1) terpenuhi; 

2) Termohon PKPU II selain kepada Pemohon PKPU memiliki utang 

kepada kreditor lain yaitu: 

(a) PT Elzio Mobile Indonesia, berdasarkan Surat Jalan Nomor 

105344 dan Tanda Terima atas Pengiriman Invoice 

No.105344 tanggal 11 Desember 2020 kepada PT Sinar 

Pantja Djaja sebesar Rp.318.603.889 (tiga ratus delapan belas 

juta enam ratus tiga ribu delapan ratus delapan puluh 

sembilan Rupiah); 

(b) PT Nutek Kawan Mas, berdasarkan Tanda Terima atas 

Delivery Order No.NU/2021/DOSPG/126 tanggal 11 Januari 

2021 dan Tanda Terima atas Invoice 
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No.SI/NKM/20/I/SPG/102 tanggal 11 Januari 2021 senilai 

Rp.202.000.000 (dua ratus dua juta Rupiah); 

 

Dengan ini dapat dibuktikan bahwa Termohon PKPU II 

memiliki utang pada lebih dari 1 (satu) kreditor, sehingga Pasal 

222 ayat (1) terpenuhi; 

3) Termohon PKPU III selain kepada Pemohon PKPU memiliki utang 

kepada kreditor lain yaitu: 

(a) PT Elzio Mobile Indonesia, berdasarkan Surat Jalan Nomor 

104278 dan Tanda Terima atas Pengiriman Invoice No. 

104278 tanggal 23 Oktober 2020 kepada PT Bitratex 

Industries sebesar Rp.484.928.915 (empat ratus delapan 

puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu 

sembilan ratus lima belas Rupiah); 

(b) PT Nutek Kawan Mas, berdasarkan Tanda Terima atas 

Delivery Order No.NU/2020/DO-SPG/512 tanggal 6 Januari 

2021 dan Tanda Terima atas Invoice 

No.SI/NKM/20/XI/SPG/509 tanggal 6 Januari 2021 senilai 

Rp.237.000.000 (dua ratus tiga puluh juta Rupiah); 

 

Dengan ini dapat dibuktikan bahwa Termohon PKPU III 

memiliki utang pada lebih dari 1 (satu) kreditor, sehingga Pasal 

222 ayat (1) terpenuhi; 
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4) Termohon PKPU IV selain kepada Pemohon PKPU memiliki 

utang kepada kreditor lain yaitu: 

(a) PT Elzio Mobile Indonesia, berdasarkan Surat Jalan Nomor 

103713 dan Tanda Terima atas Pengiriman Invoice 

No.103713 tanggal 16 Oktober 2020 kepada PT Primayudha 

Mandirijaya sebesar Rp.436.071.213 (empat ratus tiga puluh 

enam juta tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga belas Rupiah); 

(b) PT Nutek Kawan Mas, berdasarkan Tanda Terima atas 

Delivery Order No.NU/2020/DO-SPG/122 tanggal 6 Januari 

2021 dan Tanda Terima atas Invoice 

No.SI/NKM/20/I/SPG/113 tanggal 6 Januari 2021 senilai 

Rp.1.235.000.000 (satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta 

Rupiah); 

 

Dengan ini dapat dibuktikan bahwa Termohon PKPU IV 

memiliki utang pada lebih dari 1 (satu) kreditor, sehingga Pasal 

222 ayat (1) terpenuhi; 

 

Kemudian telah diakui oleh para Termohon PKPU, bahwa 

berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Termohon PKPU I dan 

Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 

berdasarkan Laporan Auditor Independen Termohon PKPU I juga 

memiliki utang kepada 20 (dua puluh) pihak lain diluar utangnya 
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kepada Pemohon PKPU, PT Elzino Mobile Indonesia, dan PT Nutek 

Kawan Mas. 

Berdasarkan uraian fakta diatas Majelis Hakim menyatakan 

bahwa syarat sebagaimana Pasal 222 ayat (1) telah terpenuhi; 

f. Pemohon dapat membuktikan adanya fakta atau keadaan yang 

terbukti secara sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 

(4); 

Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian diatas bahwa 

telah ada fakta dan keadaan yang terbukti secara sederhana yang 

membuktikan bahwa Para Termohon PKPU memiliki utang yang 

telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta diperkirakan bahwa Para 

Termohon PKPU tidak dapat lagi untuk melunasi utangnya. Dengan 

dasar demikian Majelis Hakim menganggap bahwa Pasal 8 ayat (4) 

telah terpenuhi; 

Berdasarkan uraian fakta diatas maka cukuplah menjadi dasar 

bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Permohonan PKPU telah 

memenuhi syarat sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 225 ayat (3) 

dan ayat (4) UUKPKPU yang berbunyi, 

Pasal 225 ayat (3), “Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, 

Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak 

tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan 

permohinan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan 

harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta 
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mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan 

Debitor mengurus harta Debitor“
65

 
1
. 

Pasal 225 ayat (4), “Segera setelah putusan penundaan kewajiban 

pembayaran utang sementara diucapkan, Pengadilan melalui 

pengurus wajib memanggil Debitor dan Kreditor yang dikenal dengan 

surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam siding yang 

diselenggarakan paling lama pada hari ke 45 (empat puluh lima) 

terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang 

sementara diucapkan“  .
1
. 

Sehingga cukuplah menjadi alasan bagi Mejelis Hakim untuk 

mengabulkan Permohonan PKPU sementara selama 45 hari terhitung 

sejak Putusan PKPU ini diucapkan. 

Kemudian setelah permohonan PKPU dikabulkan Majelis hakim, 

Para Termohon mengajukan Recana Perdamaian yang kemudian di 

sepakati oleh para kreditor sehingga menjadi Perjanjian Perdamian 

tanggal 21 Januari 2022 yang kemudian dihomologasikan pada 

tanggal 25 Januari 2022 sehingga menjadi Putusan Homologasi yang 

mana salah satu amarnya adalah menyatakan sah dan mengikat secara 

hukum Perjanjian Perdamaian tanggal 21 Januari 2022 antara Para 

Termohon dengan Para Kreditornya dan menyatakan bahwa dengan 

adanya Perjanjian Perdamaian ini PKPU dinyatakan berakhir. 

                                                       
65 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban 

Pembayaran Utang, LN. 2004/131, TLN NO. 4443/LL SETNEG : 126 Hlm. 
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Seiring dengan berjalannya Putusan Homologasi yang telah 

disepakati oleh kedua belah pihak PT Indo Bharat Rayon (Pemohon) 

yaitu sebuah Perseroan Terbatas yang beralamat di Jakarta Pusat, 

Indonesia, yang mana termasuk dari salah satu dari 75 Kreditor 

Konkuren dari Para Termohon dengan piutang yang diakui oleh Para 

Termohon sebesar Rp. 127.969.059.783,00 (seratus dua puluh tujuh 

miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta lima puluh sembilan 

ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah). Dalam hal ini Pemohon 

diwakili oleh kuasanya Ardhiyasa, S.H., Ade Bungsu Setiarini, S.H., 

Abraham Devrian, S.H., dkk, para Advokat pada kantor hukum 

A&CO Law Office yang berkantor di Gedung ITS Tower Nifarro 

Park, lantai 8 unit 801, Jl. Raya Pasar Minggu, No. 18 Jakarta Selatan 

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024, mengajukan 

permohonan pembatalan perdamaian di Pengadilan Niaga pada 

Pengadilan Negeri Semarang. 

Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perdamaian 

dengan alasan bahwa tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran oleh 

para Termohon dengan total sebesar Rp. 127.969.059.783,00 (seratus 

dua puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta lima 

puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) yang mana 

seharusnya dibayarkan dengan angsuran sebesar (minimum) USD 

17.000 (tujuh belas ribu) setiap bulannya selama 4 (empat) tahun 

penuh. Para Termohon sebelumnya sempat melakukan angsuran 
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pembayaran kewajibannya dengan total sebesar Rp. 

26.660.220.799,00 (dua puluh enam miliar enam ratus enam puluh 

juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan 

rupiah) sehingga menyisakan Rp. 101.308.838.984,00 (seratus satu 

miliar tiga ratus delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu 

sembilan ratus delapan puluh empat rupiah). Alasan mengapa Para 

Termohon menghentikan pembayarannya adalah karena terdapat 

informasi bahwa tagihan Pemohon sesuai dengan Perjanjian 

Perdamaian dalam Putusan Homologasi telah dilunasi oleh pihak 

ketiga (asuransi) dengan mekanisme subrogasi. 

Dalam putusan Nomor 2/Pdt.Sus-

Homologasi/2024/PN.Niaga.Smg. majelis hakim menyatakan bahwa 

menurut Pasal 170 ayat (1) UUKPKPU, “Kreditor dapat menuntut 

pembatalan Suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitor 

lalai memenuhi isi perdamian tersebut”
1
  kemudian pada ayat (2), 

“debitor wajib membuktikan perdamaian telah dipenuhi”.
66

 Dengan 

dasar ini Majelis Hakim menimbang dengan melihat pada fakta-fakta 

persidangan yang kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa tidak 

ditemukan fakta mauoun bukti sebagaimana disebutkan Para 

Termohon yang menunjukkan adanya pembayaran yang telah 

dilakukan oleh pihak ke 3 (tiga) sebagai penjamin kepada pemohon 

kaitannya dengan Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati. Hal ini 

                                                       
66 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban 

Pembayaran Utang, LN. 2004/131, TLN NO. 4443/LL SETNEG : 126 Hlm. 
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menjadikan Para Termohon telah terbukti lalai dalam memenuhi isi 

kewajiban tersebut dan Para Termohon tidak dapat membuktikan 

kepada Majelis Hakim bahwa telah melaksanakan isi Perjanjian 

Perdamaian sebagaimana yang telah disepakati kedua belak pihak, 

karenanya Perjanjian Perdamaian (Homologasi) tersebut telah 

beralasan hukum untuk dibatalkan. 

Berdasarkan Pasal 170 ayat (3) UUKPKPU yang berbunyi, 

“Pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada Debitor 

untuk memenuhi kewajibannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari 

setelah putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan”.
67

  

Majelis Hakim telah menawarkan perpanjangan Homologasi selama 

30 (tiga puluh) hari, namun penawaran ini tidak diterima Pemohon 

dengan alasan tidak adanya kepastian dalam pembayaran kewajiban 

dan oleh Para Termohon dengan alasan adanya perbedaan pandangan 

terkait jumlah kewajiban yang harus dibayar. Maka atas dasar fakta-

fakta yang diuraikan tadi Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada 

Pengadilan Negeri Semarang berpendapat bahwa permohonan 

pembatalan perdamaian dari Pemohon beralasan hukum untuk 

dikabulkan oleh karenanya Para Termohon harus dinyatakan Pailit 

dengan segala akibat hukumnya. 

                                                       
67 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban 

Pembayaran Utang, LN. 2004/131, TLN NO. 4443/LL SETNEG : 126 Hlm. 
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B. Pertanggung Jawaban Holding company Terhadap Anak 

Perusahaannya yang Dinyatakan Pailit  

Sebelum penulis menerangkan lebih lainjut, perlu di ketahui bahwa 

objek peneliian penulis yaitu PT Sri rejeki Isman,Tbk (PT Sritex) hingga saat 

ini belum selesai dalam pemberesan harta pailitnya, sehingga dalam penelitian 

ini penulis akan menjelaskan terkait tanggung jawab PT Sritex terhadap anak 

perusahaanmnya yang dinyatakan pailit secara prediktif dan/atau dengan 

ketentuan yang berlaku secara umum, baik dalam UU maupun dalam 

praktiknya di masyarakat.  

1. Teori Separate Legal Entity dan Piercing the Corporate Veil 

Dalam penerapan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) 

UU PT bahwa, “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab 

secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak 

bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang 

dimiliki”.
68

 Hal ini menjelaskan adanya doktrin hukum perusahaan yaitu 

Separate Legal Entity dan Limited Liability yang mana bila dikaitkan 

dengan sebuah holding company maka teori ini menyatakan bahwa 

sebuah holding company (induk perusahaan) adalah suatu entitas yang 

terpisah dengan anak perusahaannya, dan didalamnya pula terdapat 

tanggung jawab terbatas (Limited Liability) yang mana pemegang saham 

akan bertanggung jawab atas perusahaan tersebut sebatas kepemilikan 

                                                       
68 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, LN.2007/NO.106, 

TLN NO.4756, LL SETNEG : 82 Hlm. 
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sahamnya saja.
69

 Kemudian dijelaskan dalam ayat (2) bahwa adanya 

pengecualian dalam penjelasan sebagaimana pada ayat (1) yaitu dengan 

adanya teori Piercing the Corporate Veil. Dalam teori ini pemisahan 

antara induk perusahaan dengan anak perusahaannya dan adanya 

tanggung jawab terbatas tidak berlaku, karena teori ini menjelaskan 

tentang terbukanya tabir perusahaan atau terbukanya batasan pemisah 

antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya, sehingga pertanggung 

jawaban atas kedua Perusahaan akan terjadi dengan tanggung renteng.
70

 

Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan Y.M Hakim Dr. 

Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H. yang mana beliau memberikan 

permisalan sederhana bahwa apabila seorang bapak berhutang kepada 

orang, maka anak dari bapak tersebut tidak akan menanggung utang dari 

bapaknya, karena sejatinya kedua orang tersebut (bapak dan anak) adalah 

dua entitas yang berbeda, kecuali apabila seorang bapak berhutang untuk 

membelikan tanah anaknya, yang mana utang tersebut juga dapat 

dimintakan kepada anaknya karena tanah itu atas namanya dan dia turut 

bertanggung jawab atas utang bapaknya yang diwariskan kepadanya.
71

 

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) UU PT bahwasanya 

                                                       
69 El Rhoy Paulus Benhur, “Hubungan Induk Perusahaan dengan Anak Perusahaan”. 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/hubungan-induk-perusahaan-dengan-anak-perusahaan-

cl3562/ diakses tanggal 29 Juni 2025, pkl. 13.00 WIB. 
70  Y.M Hakim Muhammad Djohan Arifin, S.H. dan Y.M Hakim Dr. Rightmen MS 

Situmorang, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, wawancara 

oleh Muhammad Thoriq Oetomo pada hari Kamis, 20 Maret 2025. 
71Y.M Hakim Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Niaga pada 

Pengadilan Negeri Semarang, wawancara oleh Muhammad Thoriq Oetomo pada hati Kamis, 20 

Maret 2025. 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/hubungan-induk-perusahaan-dengan-anak-perusahaan-cl3562/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/hubungan-induk-perusahaan-dengan-anak-perusahaan-cl3562/
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ketentuan terkait separate legal entity dan limited liability dalam ayat (1) 

tidak berlaku apabila didapati hal-hal berikut : 
1
 

a. Belum terpenuhinya persaratan sebuah Perseroan sebagai badan 

hukum; 

b. Pemegang saham yang bersangkutan memiliki ittikad buruk dengan 

memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi baik dilakukan 

secara langsung maupun tidak; 

c. Terlibatnya Pemegang saham yang bersangkutan dalam perbuatan 

melawan hukum (PMH) yang dilakukan  perseroan; 

d. Pemegang saham yang bersangkutan secara melawan hukum 

menggunakan kekayaan Perseroan baik dilakukan secara langsung 

maupun tidak, yang dengan hal ini mengakibatkan asset kekayaan 

milik Perseroan tidak dapat melunasi utang Perseroan.
72

 

 

Oleh karenanya, secara umum berdasarkan teori-teori yang dijelaskan 

di atas bahwa Holding Company tetap memiliki tanggung jawab terhadap 

anak perusahaan apabila terjadi kepailitan, namun perlunya dilihat akan 

seberapa jauh tanggung jawab yang diberikan oleh induk perusahaan 

kepada anak perusahaannya, karena pada dasarnya masing-masing 

perusahaan itu adalah sebuah entitas yang berbeda kecuali dengan adanya 

pembuka tabir antar perusahaan yang mana dapat menjadikan 

                                                       
72 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, LN.2007/NO.106, 

TLN NO.4756, LL SETNEG : 82 Hlm. 
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pertanggung jawaban antara induk perusahaan dan anak perusahaan 

menjadi secara tanggung-renteng.
73

 

2. Corporate Guarantee dalam Kasus PT Sritex 

Dalam kasus kepailitan yang terjadi pada PT Sritex pada 2024 

dimana dalam putusan Majelis Hakim memutus pailit PT Sritex dengan 3 

anak perusahaannya yaitu PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, 

dan PT Primayudha Mandirijaya. Kepailitan yang terjadi secara langsung 

terhadap PT Sritex dan ke 3 (tiga) anak perusahaannya terjadi akibat 

adanya Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) yang diberikan oleh 

ke 3 (tiga) anak perusahaan PT Sritex tersebut atas utang yang dimiliki PT 

Sritex terhadap salah satu kreditornya yaitu CV Prima Karya dengan total 

nilai utang sebesar Rp. 5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta 

rupiah). 

Pada kasus tersebut dikenal adanya jaminan perusahaan (Corporate 

Guatantee) yaitu adalah dimana suatu badan hukum melakukan perjanjian 

dengan memberikan jaminan untuk memenuhi kewajiban keuangan pihak 

lain bilamana pihak tersebut dinilai lalai maupun tidak mampu untuk 

melunasi utang-utangnya.
74

 Hal ini diatur secara umum dalam 

KUHPerdata pada Pasal 1820-1850 yang mengatur tantang perjanjian 

utang-piutang dan penjaminan, yang mana dijelaskan bahwa adanya 

kewajiban dari pihak ke 3 (tiga) memenuhi kewajiban pihak yang dijamin 

                                                       
73  Indra K. Wardani, “Piercing the Corporate Veil pada Kepailitan Anak Perusahaan”, 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/ipiercing-the-corporate-veil-i-pada-kepailitan-anak-

perusahaan-lt5e3b94cd30fb2/ diakses tanggal 30 Juni 2025 pkl. 11.00 WIB. 
74 Tim Penulis, “ Ketentuan dan Syarat Corporate Guarantee dalam Transaksi Bisnis”, 

https://www.hukumku.id/post/corporate-guarantee diakses tanggal 1 Juli 2025, pkl. 20.00 WIB. 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/ipiercing-the-corporate-veil-i-pada-kepailitan-anak-perusahaan-lt5e3b94cd30fb2/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/ipiercing-the-corporate-veil-i-pada-kepailitan-anak-perusahaan-lt5e3b94cd30fb2/
https://www.hukumku.id/post/corporate-guarantee


91 

 

 

apabila pihak yang dijamin tidak mampu untuk melakukannya. Oleh 

karena ke 3 (tiga) anak perusahaan PT Sritex memberikan Corporate 

Guarantee kepada CV Prima Karya selaku kreditor atas utang PT Sritex, 

hal ini menyebabkan ketika PT Sritex tidak bisa menunaikan kewajiban 

pembayarannya, maka ke 3 (tiga) anak perusahaannya (selaku guarantor) 

wajib untuk memenuhi kewajiban pembayaran PT Sritex tersebut. 

Dampak daripada corporate guarantee ini adalah ketika terjadi Kepailitan 

induk perusahaan (PT Sritex) hal ini secara otomatis akan menarik 

perusahaan yang bertindak sebagai guarantor terhadap perusahaan yang 

dimohonkan pailit, sehingga kepailitan terjadi secara tanggung renteng 

akibat adanya Corporate Guarantee. 

3. Bentuk Pertanggung Jawaban PT Sri Rejeki Isman, Tbk sebagai 

Holding company  

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di poin ke 1 (satu) dan 2 (dua) 

bahwa holding company memiliki tanggung jawab terhadap kepailitan 

yang terjadi terhadap anak perusahaannya, baik secara terbatas maupun 

menyeluruh. Pada poin ini penulis akan menjelaskan terkait bentuk 

tanggung jawab yang dapat dilakukan PT Sritex sebagai holding company 

terhadap kepailitan yang menimpanya beserta anak perusahaannya.  

a. Likuidasi Terkoordinasi 

Dalam putusan pembatalan homologasi, Majelis Hakim 

menunjuk kurator yang sama agar baik aset milik PT Sritex itu 

sendiri maupun ke 3 (tiga) anak perusahaan lainnya dapat dilikuidasi 
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secara terpusat guna melunasi utang para kreditor. Sekalipun pada 

hakikatnya PT Sritex dengan ke 3 (tiga) anak perusahaannya 

merupakan entitas yang berbeda, namun penunjukan kurator yang 

sama dapat dilakukan dan sah berdasarkan UUKPKPU, kewenangan 

Hakim Pengawas, maupun berdasarkan prinsip Kesatuan Ekonomi 

dalam Grup Perusahaan.
75

 Disisi lain penujukan kurator yang sama 

dapat memudahkan koordinasi pemberesan aset perusahaan dan dapat 

menghindari dari penyalahgunaan status hukum yang berbeda. 

Selanjutnya hasil daripada likuidasi tadi akan dibagikan kepada 

para kreditor berdasarkan hierarki prioritas pelunasan utang dalam 

kepailitan, adapun ketentuan mengenai hierarki prioritas pelunasan 

adalah sebagai berikut : 

1)    Upah Pokok Pekerja/Buruh yang belum dibayarkan, hal ini 

sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 95 ayat (4) Undang-

undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang 

kemudian di uji materiilkan sehingga dikeluarkannya Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang pada amar 

putusannya menyatakan bahwa, “Pasal 95 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) 

bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai : Pembayaran 

                                                       
75 Yudhistira Adipratama, “Tanggung Jawab atas Utang dan Kepailitan dalam Suatu Grup 

Perusahaan”, https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-atas-utang-dan-kepailitan-

dalam-suatu-grup-perusahaan-lt680629ee18db7/ , diakses tanggal 1 Juli 2025, pkl. 21.00 WIB. 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-atas-utang-dan-kepailitan-dalam-suatu-grup-perusahaan-lt680629ee18db7/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-atas-utang-dan-kepailitan-dalam-suatu-grup-perusahaan-lt680629ee18db7/
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upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis 

kreditur termasuh atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak 

negara, kantor lelang, dan badan hukum umum yang dibentuk 

Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh 

lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak 

negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk 

pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis” 
1
;
76

 

2)  Pajak Negara, yang mana pajak negara sendiri memiliki hak 

istimewa untuk didahulukan dalam pembayaran tagihannya. Hal 

ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-

undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan yang berbunyi, “ Negara Mempunyai hak 

mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik 

Penanggung pajak”;
77

 

3)  Kreditur Separatis, yaitu setiap kreditur pemegang gadai, 

jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas 

kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak 

terjadi kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) 

UUKPKPU yang berbunyi, “Dengan tetap memperhatikan 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan 

Pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak 

                                                       
76  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 tentang Penyelesaian 

pembayaran Upah Buruh. 
77  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan, LN. 1983/ No. 49, TLN. No. 3262, LL SETNEG : 22 HLM 
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tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, 

dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan” 

1
;
78

  

Karenanya piutang daripada kreditur separatis harus 

mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dibandingkan dengan 

kreditur dengan hak istimewa, yaitu kreditur preferen; 
79

 

4)   Kreditur Preferen, adalah kreditur yang memiliki hak istimewa 

atau hak yang menjadikannya diprioritaskan dari kreditur 

konkuren atas pembayaran piutang dari hasil penjualan boedel 

pailit.
80

 Hal ini diatur dalam Pasal 1134 KUHPerdata, “ Hak 

istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang 

kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan 

lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan 

sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak 

istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas 

menentukan kebalikannya”;
811

 

5)  Kreditur Konkuren,  yaitu kreditur yang tidak termasuk ke 

dalam kreditur separatis maupun kreditur preferen sebagaimana 

yang diatur dalam Pasal 1131 jo. 1132 KUHPerdata yang 

berbunyi : 

                                                       
78 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban 

Pembayaran Utang, LN. 2004/131, TLN NO. 4443/LL SETNEG : 126 Hlm. 
79  Sutan Remi Sjahdeini, 2016, Sejarah, Asas, dan Teori HUKUM KEPAILITAN 

Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran, Prenadamedia grup, Jakarta,  hlm. 14-15 
80 Ibid, hlm. 13. 
81 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
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Pasal 1131, “Segala kebendaan si berutang, baik yang 

bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada 

maupun yang baru aka nada di kemudian hari, menjadi 

tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.  

Pasal 1132, “Semua harta kekayaan debitor menjadi jaminan 

bersama untuk para kreditor”. 

b. Pertanggung Jawaban Direksi 

Prinsip dasar hukum perusahaan di Indonesia sebagaimana 

yang telah diuraikan diatas adalah entitas hukum yang terpisah 

(Separate legal entity) dan tanggung jawab terbatas (limited liability), 

hal ini seharusnya menjadikan direksi bertanggung jawab sesuai 

dengan kapasitasnya selaku direksi dan utang perusahaan bukan 

menjadi tanggung jawab direksi, Namun apabila direksi terbukti 

bersalah atau lalai dalam menjalankan kewajibannya maka setiap 

anggota direksi memiliki tanggung jawab pribadi secara penuh 

terhadap kerugian yang dialami oleh Perseroan sebagaimana diatur 

pada Pasal 97 ayat (3) UU PT apabila direksi bersalah atau lalai 

dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur pada ayat (2) 

maka direksi bertanggung jawab secara penuh secara pribadi atas 

kerugian Perseroan.
82

 sedangkan dalam lingkup kepailitan setiap 

anggota direksi bertanggung jawab secara mutlak terhadap utang 

yang dimiliki perseroan apabila harta perseroan tidak cukup untuk 

                                                       
82Dr. HD. Djunaedi, S.H., Sp.N., Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum 

D.Djunaedi & Rekan di Jl. Patimura, Rejomulyo, Kota Semarang, wawancara oleh Muhammad 

Thoriq Oetomo pada hati Kamis, 23 Juni 2025. 



96 

 

 

melunasi seluruh utang dan anggota direksi terbukti bersalah atau 

lalai. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 104 ayat (2) UU PT 

bahwa jika kepailitan yang terjadi terbukti merupakan akibat dari 

kesalahan maupun kelalaian direksi dan apabila harta pailit yang telah 

dihitung oleh pengurus ternyata tidak mencukupi untuk melunasi 

seluruh utang Perseroan maka seluruh anggota direksi secara 

tanggung renteng bertanggung jawab untuk melunasi utang Perseroan 

yang belum terlunasi dari harta pailit Perseroan tersebut. Bentuk dari 

kesalahan maupun kelalaian sebagaimana yang dimaksud dalam UU 

PT tersebut antara lain: 

1)  Terbukti adanya Piercing the Corporate veil; 

2)  Terbukti adanya Pelanggaran tanggung jawab direksi; 

3)  Terbukti adanya Personal Guarantee yang diberikan direksi 

kepada kreditor. 

 

Dari hal-hal sebagaimana yang disebutkan di atas bila dikaitkan 

dengan kasus PT Sritex, maka dapat diambil kesimpulan bahwa harta 

pribadi dari direksi Perusahaan dapat memungkinkan untuk dijadikan 

boedel pailit Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 104 ayat (2) UU 

PT diatas, dengan catatan apabila ditemukan kelalaian maupun 

kesalaha yang dilakukan oleh direksi dan harta perusahaan tidak 

mencukupi dalam pemenuhan kewajiban pelunasan utang para 

kreditor. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 
Berdasarkan penjelasan daripada BAB III mengenai Hasil Penelitian dan 

Pembahasan, maka pada BAB IV ini penulis akan mengakhiri tulisan ini dengan 

memberikan Kesimpulan serta saran daripada Hasil Penelitian dan Pembahasan 

yang telah diuraikan pada BAB Sebelumnya. 

A. Kesimpulan 

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Pilit PT Sri Rejeki 

Isman, Tbk. 

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang 

mengabulkan permohonan pembatalan homologasi terhadap PT Sri Rejeki 

Isman, Tbk (PT Sritex) dan 3 (tiga) anak perusahaannya yaitu PT Sinar 

Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya 

berdasarkan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN.Niaga.Smg 

Jo. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg. ikut 

terseretnya ketiga anak Perusahaan dari PT Sritex akibat dari corporate 

guarantee yang diberikan ketiganya atas utang yang dimiliki PT Sritex 

kepada Kreditornya. 

Kepailitan yang teradi atas ke 4 (empat) Perusahaan diatas 

disebabkan adanya permohonan pembatalan homologasi yang diajukan 

oleh PT Indo Bharat Rayon karena PT Sritex dan ke 3 (tiga) anak 

perusahaannya dianggap lalai dan wanprestasi dengan tidak  melakukan 

kewajibannya sesuai dengan perjanjian perdmaian yang telah di 
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homologasikan pada 25 Januari 2022. Berdasarkan pemeriksaannya, 

Majelis Hakim menyatakan bahwa syarat kepailitan berdasarkan Pasal 222 

ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU, yang berbunyi: 

Pasal 222 ayat (1), “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditora tau 

oleh Kreditor”  dan; 

Pasal 8 ayat (4), “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan 

apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana 

bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi” 
1
. 

Dengan telah terpenuhinya kedua Pasal tersebut, kemudian kedua 

Pasal ini diperkuat dengan ketentuan terkait pembatalan perdamaian 

sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal Pasal 291 jo. Pasal 170 jo. 

Pasal 171 UU KPKPU yang menjelaskan bahwa kreditor memiliki hak 

untuk menuntut pembatalan perdamaian yang telah disepakati bersama dan 

disahkan oleh majelis hakim apabila debitor terbukti lalai dalam 

melaksanakan perdamaian tersebut dan putusan mengenai pembatalan 

perdamaian yang dibatalkan oleh majelis hakim juga harus menyatakan 

pailitnya debitor. 

2. Pertanggung Jawaban Holding company terhadap Anak Perusahaan 

yang Dinyatakan Pailit. 

Dalam sebuah Perusahaan berlaku prinsip Separate Legal Entity dan 

prinsip limited liability, yang mana hal ini menjadikan setiap Perusahaan 
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adalah sebuah entitas yang terpisah dari Perusahaan lainnya dan pada 

sebuah Perusahaan berlaku tanggung jawab terbatas. Bila dikaitkan 

dengan sebuah holding company dan anak perusahaannya maka ini berarti 

sebuah holding company adalah suatu entitas yang berbeda dengan anak 

perusahaannya dan memiliki tanggung jawab terbatas atas anak 

perusahaannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT 

bahwa, “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara 

pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak 

bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang 

dimiliki” 
1
. Sehingga sebuah holding company akan bertanggung jawab 

kepada anak perusahaannya hanya sebatas saham yang ditanamkan kepada 

anak perusahaannya. Holding company akan bertanggung jawab penuh 

apabila dua prinsip tadi terabaikan, yang mana menyebabkan tabir antara 

dua induk Perusahaan dan anak perusahaannya terbuka, maka munculah 

prinsip baru yaitu Piercing the Corporate veil. 

Kemudian dalam studi kasus PT Sritex dapat dilihat bahwa PT Sritex 

sebagai holding company dinyatakan pailit bersama ketiga anak 

perusahaannya yaitu PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT 

Primayudha Mandirijaya. Adapun bentuk daripada tanggung jawab yang 

dapat diberikan PT Sritex kepada ke 3 (tiga) anak perusahaannya adalah 

sebagai berikut : 

a. Likuidasi Terkoordinasi, yang mana hasil daripada likuidasi tersebut 

akan dibagikan kepada para Kreditor dengan hierarki prioritas 
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pelunasan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan di Indonesia sebagai berikut: 

1) Upah Pokok Pekerja/ Buruh yang belum dibayarkan, sebagaimana 

diatur dalam Pasal 95 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan yang kemudian diuji materiil sehingga 

dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-

XI/2013; 

2) Pajak Negara, (Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

KUP); 

3) Kreditur Separatis, (Pasal 55 ayat (1) UU KPKPU); 

4) Kreditur Preferen, (Pasal 1134 KUHPerdata); 

5) Kreditur Konkuren, (Pasal 1131 jo. 1132 KUHPerdata). 

b. Tanggung jawab Direksi, yaitu Dimana direksi Perusahaan dapat 

dimungkinkan turut bertanggung jawab penuh secara pribadi atas 

kerugian yang dialami Perusahaan yang mana hal tersebut terjadi atas 

kesalahan dan kelalaiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat 

(1) UU PT, termasuk didalamnya pada konteks kepailitan 

sebagaimana diatur pada Pasal 104 ayat (2). Bilamana kepailitan 

tersebut tebukti akibat dari kelalian maupun kesalahan direksi dan 

harta pailit tidak cukup untuk melunasi utang, maka setiap anggota 

direksi memiliki tanggung jawab secara mutlak atas seluruh 

kewajiban pelunasan utang yang belum terbayarkan dari boedel pailit. 
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B. Saran 

1. Perlunya kecermatan dalam pengelolaan Perusahaan, yanga mana hal 

tersebut dapat meminimalisir kerugian bahkan hingga dapat mencegah 

kepailitan terjadi dalam satu Perusahaan. Selain itu dalam satu Perusahaan 

perlu adanya sikap tegas dan jelas serta transparan akan keuangan sektor 

apapun terutama dalam hal utang-piutang, karena pada dewasa ini 

perusahaan yang merasa dirugikan tidak segan untuk melaporkan maupun 

memviralkan atas kerugian yang dialaminya yang berasal daripada piutang 

debitornya. Apabila telah terjadi kepailitan, dan kemudian upaya 

perdamaian di terima, maka kreditor harus melaksanakan dan mentaati 

sebagaimana ketentuan yang telah disepakati berdama dapam perjanjian 

perdamaian, hal ini demi menjaga Perusahaan agar terhindar dari 

kepailitan yang dapat sangat merugikan bagi Perusahaan. 

2. Pemerintah dapat segera memperbarui dan mengesahkan aturan-aturan 

baru yang berkaitan dengan Kepailitan dan PKPU dan Perseroan Terbatas, 

karena dalam dua UU tersebut tidak dijelaskan secara detail dan rinci 

terkait eksistensi holding company itu sendiri. Karena walaupun serupa 

dengan Perseroan Terbatas, namun apabila di telaah lebih dalam 

pembahasan terkait holding company memiliki kompleksitas yang lebih 

tinggi dari pada Perseroan Terbatas. Oleh karenanya perlu adanya aturan 

maupun Undang-undang yang mengatur holding company secara khusus. 
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